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 Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis 
Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Di Atas 
Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid. B/Lh/2019/Pn Srl Tentang Illegal 
Logging”. Skripsi ditulis untuk menjawab pertanyaan yan dituangkan dalam dua 
rumusan masalah yaitu : Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap Putusan 
Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl Tentang tindak pidana Illegal Logging 
melebihi dari ancaman hukuman sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan 
Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap Putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl Tentang tindak pidana Illegal Logging melebihi dari ancaman 
hukuman sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.  
 Dalam penelitian ini, data dihimpun menggunakan teknik library research. 
Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri 
Sarolangun Nomor 147/Pid. B/LH/2019/PN Srl sebai sumber data primer, 
sedangkan data sekunder berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan lain-lain 
yang relevan dengan penelitian ini, serta sumber data tersier yaitu KBBI dan 
ensiklopedia. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori 
hukum Islam yaitu ta’zir. Teknis analisis data menggunakan deskriptif dengan 
pola pikir deduktif. 
 Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus 
terdakwa dalam putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl mengacu pada unsur 
dari Pasal 82 ayat (1) huruf C jo Pasal 12 huruf C Undang-undang 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan 
memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, 
mempertimbangkan fakta-fakta selama dipersidangan, serta hal yang 
meringankan dan memberatkan.  
 Putusan tersebut dianggap tidak sesuai dikarenakan Hakim dalam 
penjatuhan hukuman denda melebihi ancaman hukuman sebagaimana yang telah 
ditentukan oleh Undang-undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana Islam 
tindak pidana illegal logging tergolong sebagai jarimah ta’zir. Mengenai 
ancaman hukuman maksimum atau minimum yang akan diberikan kepada pelaku 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia tergolong negara dengan sumber daya alam berupa hutan 
yang luas. Hal tersebut terbukti dari luasnya lahan hutan seluruh daratan di 
Indonesia yang berkisar 94,1 juta ha seperti tercantum pada data Direktorat 
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Dengan 
demikian, agar di Indonesia memiliki hutan yang tetap lestari maka peran 
masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan guna mencegah kegiatan 
perusakan hutan. 
 Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian 
bahwasanya hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem mencakup hamparan 
lahan berisikan sumber daya alam hayati yang dimana pepohonan 
mendominasi pada komunitas alam lingkungannya yang tak bisa terpisahkan 
antara yang satu dengan yang lainnya. 
 Hutan memiliki banyak manfaat tidak hanya menghasilkan kayu atau 
tumbuh-tumbuhan tetapi juga menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh 
manusia. Selain itu, keanekaragaman hayati yang ada didalam hutan 
bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan hidup. Oleh karena itu, 
pemanfaatan serta penggunaan dalam kawasan hutan di Indonesia haruslah 
dilaksanakan secara berkelanjutan sekaligus mempertimbangkan fungsi 
 



































ekologis, fungsi sosial, serta fungsi ekonomis. Selain itu, guna menjaga 
keberlanjutan dari hutan untuk kehidupan di masa sekarang sekaligus masa 
mendatang. 
 Namun, seiring dengan berjalannya waktu telah terjadi secara meluas 
dan kompleks banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan 
perusakan hutan. Sehingga perusakan hutan saat ini sudah berkembang dan 
menjadi tindak pidana atau kejahatan yang memiliki dampak luar biasa. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, Perusakan hutan tersebut berupa kegiatan 
pembalakan liar (illegal logging), pemakaian kawasan hutan yang tidak 
berizin ataupun memiliki izin namun bertentangan dengan maksud serta tujuan 
pemberian izin didalam kawasan hutan yang sudah ditentukan oleh 
pemerintah. Kegiatan terkait dilakukan tanpa memperhatikan ekosistem hutan 
dan ketentuan yang telah tercantum di Undang-undang. 
 Pada kasus illegal logging atau pembalakan liar menurut Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaan 
Perusakan Hutan, pembalakan liar merupakan seluruh kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu yang dilakukan dengan tidak sah yang terorganisir. 1 
 Penebangan pohon yang tidak terkendali di Indonesia telah terjadi 
berpuluh tahun yang membuat terjadinya penyusutan hutan tropis secara 
besar. Pada tahun 1985-1997 laju kerusakan hutan terdata sebanyak 1,6 juta 
hektar pertahunnya, lalu pada 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahunnya. 
                                                   
1 Arifin Arief, Hutan & Kehutanan, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2001), 11. 
 



































Peristiwa tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu tempat yang 
memiliki tingkatan kerusakan hutan paling tinggi di dunia.  Mengacu pada 
hasil penafsiran citra landsat pada tahun 2000 di Indonesia ada 101,73 juta 
hektar hutan serta lahan rusak yaitu 59,62 juta hektar pada kawasan  hutan.2 
 Jika pembalakan liar ini terus menerus terjadi, maka luas hutan di 
Indonesia akan mengalami penurunan dan bisa jadi hutan akan hilang 
beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, penanganan tindak 
kejahatan pembalakan liar harus dilakukan secara luar biasa agar dapat 
memberantas tindak kejahatan illegal logging atau pembalakan liar. Upaya 
penanganan pembalakan liar ini dapat dilakukan melalui pembuatan sejumlah 
kebijakan oleh pemerintah. Guna mencegah hutan dari tindak pidana 
pembalakan hutan secara liar (illegal logging) maka Indonesia telah membuat 
peraturan berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 Faktor penyebab terjadinya illegal logging yaitu permasalahan 
ekonomi. Meningkatnya kebutuhan sehari-hari mengakibatkan seseorang 
melakukan pembalakan liar (illegal logging). Orang tersebut akan  menebang 
pohon yang terdapat dihutan tanpa izin dari pemerintah ataupun izin dari 
oknum yang bertugas dikawasan hutan tersebut namun bertentangan dengan 
Undang-undang. Faktor pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya 
kejahatan ini karena masyarakat yang berpendidikan rendah tidak mempunyai 
                                                   
2 Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal 
Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kelestariannya”, Jurnal Hukum, Vol XXVI, No. 
2, (Agustus 2011), 591. 
 



































kualifikasi berupa ijazah atau pendidikan yang memadai untuk bersaing dalam 
dunia kerja yang lebih tinggi sehinga mereka akan dimanfaatkan oknum 
tertentu untuk melakukan penebangan kayu. Faktor lain yaitu kurangnya 
pengawasan hutan. Sehingga masyarakat akan sangat mudah untuk melakukan 
penebangan secara liar.  
 Ketika melaksanakan tindak pidana illegal logging ini masyarakat 
seringkali tidak memperhatikan dampak akibat perbuatan ini, padahal tindak 
pidana illegal logging memiliki dampak yang luar biasa yaitu mengakibatkan 
banjir dan tanah longsor karena sedikitnya pohon yang menyerap dan 
menyimpan air ketika terjadi hujan lebat. Selain itu, hilangnya kesuburan 
tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak yang 
dapat mengakibatkan tanah menjadi kering dan gersang, serta punahnya 
keanekaragaman hayati.  
 Dalam rangka melindungi hutan seperti pada Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah 
membuat sejumlah larangan yang ditujukan kepada setiap orang dimana 
larangan tersebut tertuang pada Pasal 12, 17, 19, dan 20-26 Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Sedangkan larangan pada tiap pejabat tertuang dalam Pasal 28  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan.  
 Selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan pada 18 Maret 2005 Presiden RI Susilo 
 



































Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Inpres No 4 Tahun 2005 Tentang 
Pemberantasan Penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan 
peredarannya di seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya ditulis Inpres No. 4 
Tahun 2005). Dengan Inpres No. 4 Tahun 2005 itu, Presiden SBY 
meninstruksikan kepada Menko Polhukan, dan 11 Menteri terkait Jaksa 
Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para Gubernur, serta 
bupati/walikota seluruh Indonesia, sesusai kewenangan masing-masing, guna 
mempercepat pemberantasan praktik-praktik penebangan kayu ilegal (illegal 
logging) dikawasan serta peredarannya di semua wilayah RI agar menindak 
secara tegas sekaligus memberikan sanksi kepada oknum petugas yang ikut 
serta pada praktik-praktik illegal logging (Chaerudin et. al: 2008). SBY 
meninstruksikan agar menindak tegas tiap oknum yang melakukan:  
1. Melakukan penebangan pohon, memanen, ataupun memungut hasil hutan 
kayu dari kawasan hutan tanpa hak ataupun izin pejabat setempat; 
2. Menerima, membeli ataupun menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, ataupun memiliki sekaligus menggunakan hasil hutan kayu 
yang diketahui ataupun patut diduga berasal dari kawasan hutan yang 
diambil atau dipunggut dengan tidak sah; 
3. Mengangkut, menguasai, ataupun memiliki hasil kayu yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 
kayu; 
4. Membawa alat-alat berita/alat-alat yang lazim maupun patut diduga akan 
digunakan dalam mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa 
 



































izin pejabat berwenang; dan 
5. Membawa alat-alat yang lazim dipakai dalam menebang, memotong, 
ataupun membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat 
berwenang.3 
Selain diatur pada undang-undang RI larangan merusak hutan juga diatur 
dalam Islam. Karena sesungguhnya hutan merupakan karunia serta anugerah 
Tuhan YME yang diamanatkan pada bangsa Indonesia dan dianggap 
kekayaan negara yang memberi manfaat untuk umat manusia yang patut 
disyukuri, dikelola, serta dimanfaatkan dengan maksimal sekaligus dijaga 
kelestariannya demi kemakmuran rakyat. Didalam al-Qur’an larangan berbuat 
kerusakan di bumi dijelaskan pada bagian akhir ayat 77 Surat al-Qashsh 
sebagai berikut : 
 
بُّ اْلمحْفِسِدْين   (٧ ٧)  و ال تـ ْبِغ اْلف س اد  ِف ْاال ْرضِ  ط ِان  للا   ال ُيِح
Artinya : “...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”4 
 
  Larangan berbuat kerusakan dibumi juga dijelaskan pada al-Qur’an surah 




                                                   
3 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 30-31. 
4  https://kalam.sindonews.com/ayat/77/28/al-qasas-ayat-77, “diakses pada” 20 Oktober 2020.  
 



































ا و ال    اِنـ ر ْْح ت  للِا ق رِْيٌب مِ ن  ط  و اْدعحْوهح خ ْوفًا و ط م ًعا تـحْفِسدحْواِف ْاال ْرِض بـ ْعد  ِاْصال  ِحه 
 ( ٦ ٥اْلمحْحِسِننْي      ) 
Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 
(diciptakan) dengan baik. Sesungguhnya (Allah) memperbaikinya dan 
berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-
orang yang berbuat baik.”5 
 
  Kedua ayat di atas dengan tegas menjelaskan larangan akan merusak 
bumi. Allah SWT. telah menciptakan bumi ini sebagai bagian dari fasilitas 
hidup bagi manusia. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga, memelihara, 
dan melakukan konservasi terhadap kerusakan dimuka bumi, khususnya 
hutan dari berbagai kerusakan dan memanfaatkan hutan dengan sebaik-
baiknya. Apabila manusia tidak menjaga hutan dengan baik maka dapat 
menyebabkan bencana yang dapat merugikan manusia.  
  Agar manusia tidak melakukan kerusakan terhadap hutan dimana salah 
satu perbuatan yang dapat merusak hutan adalah illegal loggig, maka pelaku 
illegal logging bisa terjerat hukuman seperti dakwaan berdasarkan ketentuan 
pidana pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pidana pada 
Pasal 82 ayat 1 yaitu perseorangan yang secara sengaja: 
a. Menebang pohon di kawasan hutan yang tak sesuai izin pemanfaatan hutan 
seperti pada Pasal 12 huruf a; 
                                                   
5  https://tafsirweb.com/2510-quran-surat-al-araf-ayat-56.html, “diakses pada” 20 Oktober 2020.  
 



































b. Menebang pohon di kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat 
berwenang seperti pada Pasal 12 huruf b; 
c. Menebang pohon di kawasan hutan secara tak sah seperti pada Pasal 12 
huruf c. 
Dipidana penjara minimal 1 (satu) tahun serta maksimal 5 (lima) tahun 
sekaligus denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta 
maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta). 
 Salah satu kasus illegal logging atau pembalakan liar yaitu tercantum 
pada putusan Nomor  147/Pid. B/LH/2019/PN Srl, dikategorikan sebagai 
tindak pidana illegal logging  karena perbuatan ini mengandung unsur 
melawan hukum yaitu menebang pohon secara tidak sah karena penebangan 
dilakukan di kawasan hutan milik PT. AAS. Sebagaimana perbuatan 
terdakwa sudah melakukan pelanggaran pada Pasal 82 ayat 1 huruf C 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 Dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/PN Srl, terdakwa dipidana  
penjara 1 tahun serta denda Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) dengan 
ketentuan jika denda tak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan. 
Dalam hal ini, hakim ketika memberi hukuman pada terdakwa tak sesuai atau 
hukuman denda melebihi hukuman yang sudah ditentukan pada Pasal 82 ayat 
1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 Sedangkan ditinjau dari hukum pidana Islam, kejahatan illegal logging 
 



































tergolong jarimah ta’zir karena illegal logging ini merupakan jarimah yang 
hukumannya belum ditentukan oleh syara’ sehingga bentuk dan jenis 
hukuman dalam ta’zir tidak ada ketentuan dari Allah SWT. Dalam hal ini, 
bentuk serta jenis hukuman ta’zir diserahkan pada hakim terkait. Hakim 
diberikan kewewenangan khusus dalam menentukan jenis hukuman minimum 
atau maksimum serta kadarnya, atau membatalkan hukuman tersebut tetapi 
tetap harus mengacu kepada koridor hukum syara’ dan tidak dapat bersikap 
sesuai hawa nafsu.6  
 Jarimah ta’zir merupakan hukuman dari hakim kepada pelaku tindak 
pidana ataupun pelaku maksiat dimana hukumannya belum ditentukan syariat 
ataupun hukuman telah ditentukan namun tidak terpenuhi syarat 
pelaksanaannya.7 Dapat dikatakan jarimah ta’zir apabila memberi kerugian 
pada pelakunya atau orang lain. Terkait ancaman hukuman ditentukan 
sepenuhnya kepada hakim atau penguasa dengan memperhatikan besar 
kecilnya kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, hakim 
atau penguasa diberikan kewenangan dalam memberi hukuman minimum 
atau maksimum pada pelaku jarimah ta’zir.  
 Dalam menentukan hukuman ta’zir tergantung hakim atau penguasa 
berdasarkan perbuatannya. Tujuan dari hukuman ta'zir yakni mencegah, 
mendidik, dan memperbaikinya agar pelaku merasa jera tidak mengulangi 
perbuatannya. Macam-macam hukuman ta’zir yaitu : 
                                                   
6 Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam  Penentuan 
Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, (Januari-Juni 2015), 
26. 
7 Idik Saeful Bahri, Risalah Mahasiswa Hukum, (Bandung : CV. Rasi Terbit, 2017), 228. 
 



































1) Hukuman mati; 
2) Hukuman cambuk; 
3) Hukuman Penjara atau kurungan; 
4) Hukuman pengucilan; 
5) Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan; 
6) Hukuman denda. 
 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berkeinginan melakukan kajian 
tentang pertimbangan Hakim ketika penjatuhan hukuman di atas maksimum 
terkait tindak pidana illegal logging (pembalakan secara liar) serta 
mengangkatnya untuk menjadi skripsi dengan judul “Analisis Hukum 
Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Di Atas 
Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl Tentang 
Illegal Logging”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu : 
1. Analisis hukum positif terhadap tindak pidana illegal logging. 
2. Sanksi pelaku tindak pidana illegal logging di perspektif hukum positif 
pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang illegal logging. 
3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman di atas maksimum pada 
putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana illegal 
 




































4. Sanksi pelaku tindak pidana illegal logging pada perspektif hukum pidana 
Islam. 
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan hukuman di atas 
maksimum tindak pidana illegal logging pada putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl. 
 
C. Batasan Masalah 
 Mengacu pada analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap 
hukuman di atas maksimum pada putusan Nomor 147/Pid. B/Lh/2019/Pn Srl 
mengenai illegal logging, permasalahan yang ada dibatasi dengan : 
1. Pertimbangan hakim terhadap hukuman di diatas maksimum dalam 
putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana illegal 
logging. 
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman di diatas maksimum 
dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana 
illegal logging. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hukuman di diatas maksimum 
dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana 
illegal logging ? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman di atas 
 



































maksimum dalam putusan Nomor  147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang 
tindak pidana illegal logging ? 
 
E. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka merupakan pemaparan singkat mengenai kajian/penelitian 
yang telah dilaksanakan sebelumnya tentang permasalahan yang hendak 
diteliti dengan tujuan kajian yang hendak dilaksanakan bukan pengulangan 
ataupun duplikasi kajian/penelitian yang telah ada. 
  Berkaitan dengan kajian/penelitian mengenai tindakan pidana illegal 
logging yang sudah dikaji mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 
diantaranya sebagai berikut : 
1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 332/Pid. Sus. 
LH/2016/PN PNG Tentang Illegal Logging” oleh Yessy Setiyowati pada 
tahun 2019, Skripsi ini memfokuskan kajian tentang tinjauan hukum 
pidana Islam pada tindak pidana illegal logging pada Putusan Nomor 
332/Pid. Sus. LH/2016/PN PNG.8 
2. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana 
Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
175/Pid. B/LH/2018/PN Bjn)” oleh Andriane Nur Hepasari pada 2019. 
Skripsi ini mengkaji pertimbangan hakim pada penjatuhan hukuman 
pelaku utama tindakan pidana illegal logging pada Putusan Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid. B/LH/2018/PN Bjn yang dianalisis 
                                                   
8 Yessy Stiyowati, “Tinjauan Hukum Pidana IslamTerhadap Putusan Nomor 332/Pid. Sus. 
LH/2016/PN. PNG”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019). 
 



































berdasarkan hukum pidana Islam serta hukum positif.9 
3. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana 
Illegal Logging” oleh Okta Nurul Lailatul Fadilah pada tahun 2019. 
Fokus pembahasan atau pengkajian dalam skripsi ini yakni (1) penjatuhan 
hukuman pidana denda dibawah minimal pada putusan Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor 48/PidB/LH/2018/PN Bjn tekait tindak pidana 
kelalaian pengangkutan hasil hutan tanpa surat keterangan sah hasil hutan. 
(2) Penerapan ta’zir berdasarkan hukum pidana Islam.10 
 Berdasarkan pemaparan skripsi di atas, maka penelitian ini memiliki 
perbedaan dari penelitian-penelitian skripsi di atas. Perbedaan tersebut 
terletak pada pengkajian atau pembahasannya yaitu penelitian ini akan 
mengkaji pertimbangan hakim ketika penjatuhan hukuman denda di atas 
maksimum terhadap tindak pidana illegal logging pada putusan Nomor 
147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl serta analisis hukum pidana Islam pada 
penjatuhan hukuman denda diatas maksimum tindak pidana illegal logging 
pada Putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl. 
 Penulis membahas tindak pidana illegal logging karena penulis 
menemukan ketidaksesuain hakim dalam penjatuhkan hukuman denda pada 
putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl pada terdakwa selaku terpidana 
tindak pidana illegal logging. Ketidaksesuaian tersebut yaitu hakim 
                                                   
9 Andriane Nur Hepasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana 
Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid. B/LH/2018/PN. 
Bjn)”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019). 
10 Okta Nurul Lailatul Fadilah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tidak 
Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid. 
B/LH/2018/PN.Bjn)”, (Skrispi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019). 
 



































menjatuhkan hukuman denda diatas maksimum dari ketentuan pada Pasal 82 
ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  
 Sehingga perbedaan penelitian ini dan skripsi yang sebelumnya yakni 
penelitian ini menggunakan studi putusan tentang illegal logging yang 
kemudian dianalisis menurut hukum positif serta hukum pidana Islam 
mengenai pertimbangan hakim pada penjatuhan hukuman denda di atas 
maksimum pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl. Sedangkan 
persamaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama 
mengkaji tindak pidana illegal logging. 
 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap hukuman 
di diatas maksimum dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl 
tentang tindak pidana illegal logging. 
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum pidana Islam terhadap 
hukuman di diatas maksimum dalam putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana illegal logging. 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Secara Teoristik 
a. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan 
dibidang hukum positif sekaligus hukum pidana islam khususnya dalam 
 



































tindak pidana illegal logging. 
b. Hasil penelitian ini diharapakan bisa dijadikan bahan kajian pada 
penelitian seterusnya, khususnya yang memiliki kaitan dengan analisis 
hukum positif atau hukum pidana Islam pada tindak pidana illegal 
logging. 
2. Secara Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan informasi dan 
sumbangan pemikiran kepada masyarakat Indonesia maupaun diluar 
Indonesia dan instasi dengan tujuan memberantas tindak pidana illegal 
logging. 
b. Hasil penelitian ini diharapakan bisa meningkatkan kesadaran 
masyarakat agar tidak melakukan kegiatan illegal logging. 
 
H. Definisi Operasional 
 Guna terhindar dari kesalahpahaman serta memudahkan pembaca 
memahami judul skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa istilah dalam 
judul skripsi ini: 
1. Hukum positif adalah kumpulan asas serta kaidah hukum baik yang ditulis 
ataupun tidak tertulis yang tengah berlaku serta mengikat  secara umum 
ataupun khusus serta ditegakkan pemerintah ataupun pengadilan di 
Indonesia.11 
2. Hukum pidana Islam adalah ilmu terkait hukum shara’ yang berkaitan 
                                                   
11 Daeng Naja, Woeker Ordonante Riba Dalam Hukum Positif, (Ponorogo : Uwais Inspirasi 
Indonesia, 2019), 45. 
 



































dengan perbuatan yang tidak diperbolehkan serta hukumannya diambil 
dari dalil-dalil al-Qur’an serta hadis.12 
3. Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl mengenai illegal logging 
adalah pernyataan hakim tentang pelaku tindak pidana illegal logging yang 
diucapkan terbuka, dapat berbentuk pemidanaan ataupun bebas  maupun 
terlepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
tercantum pada Undang-undang.13 
4. Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan kayu, serta 
ekspor kayu secara tidak sah karena tidak berizin dari pihak berwenang 
ataupun bertentangan dengan dengan aturan hukum yang ada, sehingga 
dianggap sebagai kegiatan yang bisa merusak hutan.14 
5. Hukuman maksimum adalah ketentuan batas maksimum penjatuhan 
pidana yang diberikan terhadap terdakwa dalam tindak pidana illegal 
logging.  
 
I. Metode Penelitian 
 Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan 
data yang valid, yang bertujuan agar bisa ditemukan, dikembangkan, serta 
dibuktikan, agar bisa diterapkan dalam memahami, memecahkan, sekaligus 
                                                   
12
 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 5. 
13 Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
14 Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurrohatun, “Penegakan Pidana di Bidang Illegal Logging  
Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”, Jurnal Hukum, Vol XXVI, 
No. 2 (Agustus, 2011), 592-593. 
 



































mengantisipasi masalah.15 Cara tersebut dapat berlangsung secara bertahap 
dimulai dari pencarian topik, pengumpulan data, serta analisis data agar 
memperoleh pemahaman serta pengertian terhadap topik, gejala, dan isu 
tertentu. Adapun metode penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 
normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 
adalah metodelogi penelitian hukum yang analisinya berdasarkan aturan 
perundang-undangan yang ada ataupun berkaitan dengan permasalahan 
hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.16 Penelitian hukum normatif 
kerap disamakan dengan penelitian kepustakaan (bibliography researh) 
karena menggunakan dokumen seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen 
lainnya sebagai bahan dalam penelitian. 
  Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. 
Dalam hal ini terpacu pada hukum dan perundang-undangan yang ada 
yaitu hukum positif serta hukum Islam dan menelaah terkait analisis 
hukum positif serta hukum pidana islam pada hukuman di atas maksimum 
pada putusan Nomor 147/pid. B/lh/2019/Pn srl tentang tindak pidana 
illegal logging. 
                                                   
15 Junaedy Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok : 
Prenadamedia Group, 2018), 3. 
16 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai 
Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan,Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020), 24. 
 
 



































2.  Data yang Dikumpulkan 
      Pada penelitian ini data yang didapatkan merupakan data yang terkait 
pokok permasalahan diantaranya yaitu : 
a. Data terkait pertimbangan hakim akan putusan nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl terkait tindak pidana illegal logging melebihi dari 
ancaman hukuman sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
b. Data mengenai analisis hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 
147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl mengenai tindak pidana illegal logging 
melebihi dari ancaman hukuman sebagaimana dalam Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber hukum selaku landasan utama pada 
penelitian ini. Sumber data primer penelitian ini adalah putusan Nomor 
147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl Tentang Illegal Logging. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekundernya yaitu data yang didapatkan tidak secara 
langsung dari sumber pertama, namun dari dat-data yang telah 
didokumentasikan dengan bentuk bahan-bahan hukum. Bentuk dari 
data sekunder ini adalah rancangan perundang-undangan, buku-buku 
 



































teks, jurnal ilmiah, dan lain-lain, diantaranya: 
1) Al-Qur’an dan hadis; 
2) KUHAP dan KUHP; 
3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan; 
4) Buku-buku relevan dengan objek penelitian. 
c. Sumber Data Tersier 
Sumber data tersier merupakan sumber data yang berupa penjelasan 
petunjuk ataupun penjelasan mengenai sumber datam primer dan/atau 
sumber data sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah 
KBBI dan Ensiklopedia. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukukan dalam penelitian ini adalah : 
a. Dokumentasi : berupa putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl 
mengenai illegal logging 
b. Pustaka : Teknik yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, 
meneliti, mengidentifikasi, serta menganalisis literatur-literatur yang 
relevan dengan kebutuhan objek penelitian. 
5. Teknis Pengolahan Data 
Tahapan seterusnya adalah mengolah data. Dalam penelitian ini, teknik 
pengolahan data yang dilakukan penulis ada 4 yaitu sebagai berikut : 
a. Classifying (Klasifikasi data) adalah kegiatan mengklasifikasikan 
 



































data yang telah diperoleh sesuai dengan data yang relevan dengan 
tema penelitian mengenai pertimbangan Hakim dalam penjatuhan 
hukuman di atas maksimum dalam tindak pidana illegal logging 
dalam putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak 
pidana illegal logging serta menganalisis sanksi tindak pidana illegal 
logging berdasarkan hukum Islam. 
b. Editing (Pemeriksaan data) adalah kegiatan yang dilakukan dengan 
memeriksa dan mengoreksi kembali data yang telah diperoleh. 
Tujuannya yaitu apabila terdapat data yang masih kurang dapat 
melengkapi dan memperbaikinya agar menghilangkan keraguan 
dalam data dan memperbaiki kualitas data. 
c. Analyzing (Analisis data) adalah kegiatan yang dilakukan setelah 
pemeriksaan data, dalam hal ini menganalisis hukum positif serta 
hukum pidana Islam pada pertimbangan hakim ketika penjatuhan 
hukuman diatas maksimum tindak pidana illegal logging putusan 
nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana illegal 
logging. 
d. Concluding (kesimpulan) adalah langkah terakhir dalam proses 
pengolahan data setelah tiga proses sebelumnya. Tujuan dari 
kesimpulan ini adalah menjawab rumusan masalah yang sudah 
dikemukakan peneliti. 
6. Teknis Analisis Data 
 Teknis analisisnya yakni analisis kualitatif dengan metode deskriptif. 
 



































Metode desktiptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan 
atau menganalisis dalam suatu penelitian. Dalam hal ini akan 
menganalisis hukum positif serta hukum pidana Islam pada pertimbangan 
hakim ketika menjatuhi hukuman di atas maksimum terhadap tindak 
pidana illegal logging pada putusan nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl 
tentang tindak pidana illegal logging. 
Dalam menganalisis penelitian ini menerapkan pola pikir deduktif 
yaitu pola pikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus. Yang dimaksud pernyataan umum pada 
penelitian ini adalah teori jarimah ta’zir, lalu diaplikasikan pada 
pernyataan khusus yaitu penerapan sanksi pidana berdasarkan teori 
jarimah ta’zir pada tindak pidana illlegal logging terhadap putusan nomor 
147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
 Sitematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif mengenai hal 
yang hendak ditulis terdiri dari awal sampai kesimpulan. Dalam penulisan 
pembahasan skripsi ini disusun dengan membagi menjadi V (lima) bab. 
 Adapun tiap bab mencakup sub-sub bab yang masih berkaitan antar satu 
dengan yang lainnya. Tujuannya agar memudahkan penulis dan pembahasan 
skripsi tersusun secara teratur. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini 
yaitu: 
BAB I  Pendahuluan 
 



































Bab pertama mencakup : 1). Latar belakang masalah, 2). 
Identifikasi masalah, 3). Batasan masalah, 4) Kajian pustaka, 5). 
Tujuan Penelitian, 6). Kegunaan hasil penelitian, 7). Definisi 
operasinal, 8). Metode penelitian, serta 9). Sistematika penelitian. 
BAB II  Landasan teori 
Bab kedua memuat tentang landasan teori. Bab ini menjelaskan 
tentang teori dan landasan hukum yang berkaitan dengan analisis 
hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap hukuman di atas 
maksimum dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn srl 
tentang tindak pidana illegal logging pada pembahasan pertama 
memuat tentang tindak pidana menurut hukum positif. Pada 
pembahasan kedua yaitu tindak pidana menurut hukum Islam. Dan 
pembahasan terakhir  memuat tentang tindak pidana illegal logging 
BAB III Putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl Tentang Tindak Pidana 
Illegal Logging 
Bab ketiga yakni berisi penjelasan putusan pengadilan negeri 
Sarulangun nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang illegal 
logging. Pembahasan dalam bab ini meliputi : (1) kronologi kasus, 
(2) tuntutan jaksa, (3) putusan hakim, (4) pertimbangan hakim. 
BAB IV Analisis Putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl Tentang 
Tindak Pidana Illegal Logging 
Bab keempat memuat paparan mengenai analisis hukum  positif 
 



































dan hukum pidana Islam terhadap hukuman di atas maksimum 
dalam putusan nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak 
pidana illegal logging. 
BAB V Penutup 







































LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING 
 
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif  
1. Definisi Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana berasal dari istilah Strafbaar feit yang dikenal 
dalam hukum pidana Belanda. Istilah yang pernah digunakan dalam 
perundang-undangan atau berbagai litelatur hukum selaku penerjemah 
strafbaar feit yaitu :17 
a. Tindak pidana, merupakan istilah resmi yang digunakan pada 
peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Contohnya 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ahli hukum seperti Wirjono 
Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana pada bukunya 
“Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”. 
b. Peristiwa pidana, dipakai beberapa ahli hukum yaitu R. Tresan pada 
bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, J. Van Schravendijk pada buku 
yang berjudul “Hukum Pidana Indonesia”, A. Zainal Abidin pada 
buku “Hukum Pidana”. Adapun Undang-undang yang pernah 
memakai istilah peritiwa pidana adalah UUD Sementara 1950. 
                                                   
17 Fitriani, Tindak Pidana Khusus, (Sumatera Utara : Enam media, 2019), 1-2. 
 



































c. Delik, dari bahasa latin Delictum yang dipakai mendeskripsikan 
Strafbaar feit. Istilah delik bisa ditemukan di berbagai literatur, 
seperti E. Ultrecht pada buku “Hukum Pidana”. 
d. Pelanggaran pidana, bisa ditemukan pada buku “Pokok-pokok 
Hukum Pidana” karya M.H. Tirtaamidjaja. 
e. Perbuatan yang boleh dihukum, dipakai oleh Karni pada buku 
ringkasan mengenai “Hukum Pidana”. Selain itu, ada juga 
Schravendijk pada buku “Hukum Pidana Indonesia”. 
f. Perbuatan yang bisa dilanggar, istilah ini dipakai oleh pembentuk 
Undang-undang  pada Undang-undang Nomor 12//Drt/1951 
mengenai Senjata Api dan Bahan Peledak. 
g. Perbuatan Pidana, dipakai Moeljatno di berbagai tulisan seperti buku 
“Asas-asas Hukum Pidana”. 
Definisi tindak menurut KBBI adalah perbuatan, sedangkan pidana 
adalah kejahatan.  Secara sederhana pengertian tindak pidana adalah 
perbuatan kejahatan. Berikut pengertian tindak pidana menurut para ahli 
:18 
1) J. E Jonkers, menjabarkan peritiwa pidana merupakan perbuatan 
melawan hukum (wederrechttelijk) yang memiliki hubungan dengan 
kesengajaan ataupun kesalahan oleh orang yang bisa 
dipertanggungjawabkan; 
                                                   
18 Fitriani, Tindak Pidana Khusus, (Sumatera Utara : Enam media, 2019), 3-4. 
 



































2) Wirjono Projodikoro memaparkan tindak pidana merupakan suatu 
perbuaan yang pelakunya bisa mendapatkan hukuman pidana; 
3) H. J Van Schravendijk, menjabarkan perbuatan yang dapat dihukum 
sebagai kelakukan orang yang bertolak belakang dengan keinsyafan 
hukum sehingga kelakuan itu dapat diberikan hukuman, asal 
dijalankan oleh orang yang bisa dipersalahkan; 
4) Simons, memaparkan strafbar feit  yang artinya tindakan melanggar 
hukum secara sengaja yang dilakukan oleh orang yang bisa 
dipertanggung jawabkan tindakannya dan disebut mendapat 
hukuman. 
Berdasarkan pengertian di atas, tindak pidana merupakan suatu 
perbuatan ataupun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang 
yang bisa bertanggung jawab atas perbuatannya serta dapat diancam 
dengan hukuman.  
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana adalah indikator apakah suatu perbuatan 
tergolong pidana atau tidak.  Apabila perbuataan seseorang telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka layak untuk diajukan ke 
sidang pengadilan dan dapat dipidana. Begitu juga sebaliknya, apabila 
perbuatan seseorang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka 
tidak layak untuk diajukan ke sidang pengadilan serta tidak bisa 
dipidana.  
 



































Adapun unsur-unsur tindak pidana secara umum:19 
a) objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku atau yang 
memiliki kaitan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari 
pelaku yang harus dilaksanakan yang terdiri dari: 
(1) Sifat melanggar hukum; 
(2) Kualitas dari pelaku; 
(3) Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b) Unsur subjektif 
Unsur subjektif merupakan unsur pada diri pelaku ataupun yang 
berkaitan dengan diri pelaku mencakup semua hal yang terkandung 
di hatinya diantaranya: 
(1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dulpa atau culpa); 
(2) Maksud pada suatu percobaan atau oogmerk, seperti yang 
dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
(3) Macam-macam maksud dari perbuatan, seperti kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 
(4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, 
contohnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
(5) Perasaan takut atau vress, seperti yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP. 
                                                   
19 Ratri Novita Erdianti, Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia, 
(Malang : UMM Press, 2019), 39.  
 



































3. Teori Pemidanaan 
Teori merupakan pendapat yang dikemukaan sebagai keterangan 
mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan pemidanaan 
merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi kepada pelaku tindak 
pidana. Tujuan pemidanaan tidak pernah dijelaskan dalam Undang-
undang, tetapi perumusan tujuan pemidaan terlihat dalam RUU KUHP, 
diantaranya :20 
a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
mengayomi masyarakat; 
b. Memasyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
terpidana menjadi orang baik dan berguna; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.  
Dalam hal  ini, teori pemidaan terbagi menjadi tiga, diantaranya 
sebagai berikut : 
1) Teori Absolut 
Teori absolut merupakan teori pembalasan. Setiap perbuatan 
kejahatan tidak boleh tidak dipidana bagi pembuat kejahatan. 
Sehingga teori ini membenarkan bahwa memberikan pemidanaan 
                                                   
20 Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai  Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan 
Restoratif”, Negara Hukum, Vo. 7, No. 1 (Juni, 2016), 75.  
 



































pada orang yang sudah melaksanakan tindak pidana. Dasar dalam 
teori ini dilihat dari perbuatan atau kesalahan dari pelaku tindak 
pidana karena menimbulkan penderitaan bagi para korban sehingga 
penderitaan dibalas dengan penderitaan. Pada teori ini hukuman 
dianggap “pembalasan atau imbalan (velgerding)” terhadap terpidana.  
2) Teori Tujuan atau Relatif 
Pada teori ini membenarkan pemidaan berdasarkan pada tujuan dari 
pemidanaan itu sendiri yaitu melindungi masyarakat ataupun 
mencegah kejahatan. Diancamkan pidana dan dijatuhkan pidana 
kepada pelaku tindak pidana agar memperbaiki diri dari pelaku. Teori 
ini berbeda dengan teori pembalasan karena pada teori ini masih 
memperhatikan akibat dari pemidanaan kepada pelaku tindak pidana 
atau kepentingan dari masyarakat. Selain itu, dipertimbangkan juga 
pencegahan untuk kedepannya. Pada teori ini akan mendapat manfaat 
daripada hukuman.  
3) Teori Gabungan 
Teori gabungan ini adalah gabungan dari teori absolut dan teori 
relatif. Dasar hukuman pada teori ini yaitu pembalasan atau siksaan 
serta tujuan daripada hukuman. Teori gabungan dibedakan menajdi 
dua macam, yaitu :21 
                                                   
21 Paulus Wisnu Yudhoprakoso, Pertanggungjawaan pidana Korporasi dan Pemidanaan 
Korporasi, (Yogyakarta : PT. Kanisisus, 2020), 88. 
 



































1) Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, namun 
pembalasan itu tak diperbolehkan melampui Batasan untuk bisa 
dipertahankannya tata tertib masyarakat; 
2) Teori gabungan yang mengedepankan perlindungan dan tata tertib 
masyarakat, namun penderitaan dari dijatuhkannya pidana tidak 
diperbolehkan lebih berat dari perbuatan yang telah dilakkukan 
terdakwa.  
Dalam teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif 
selaku dasar pemidanaan dengan mempertimbangkan kedua teori 
tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 
a) Teori absolut memiliki kelemahan yaitu menimbulkan 
ketidakadilan dikarenakan ketika menjatuhi kepada pelaku tindak 
pidana memerlukan pertimbangan bukti-bukti yang ada serta 
pembalasan yang dimaksudkan tidak harus negara yang 
melaksanakannya; 
b) Kelemahan teori relatif adalah menimbulkan ketidakdilan 
dikarenakan pelaku tindak pidana bisa dipidana ringan dan berat, 
dan kepuasan masyarakat terabaikan, sehingga bila tujuan 
pemidanaan guna memperbaiki masyarakat serta mencegah 








































4.  Sanksi Tindak Pidana 
Penerapan sanksi pidana merupakan suatu penghukuman yang 
diberikan kepada pelaku tindak pidana agar menjadikan efek jera 
terhadap pelaku. Jenis sanksi pidana tertuang pada pasal 10 KUHP. Pada 
pasal tersebut membagi menjadi dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana 
pokok dan sanksi pidana tambahan.  
Sanksi pidana pokok yaitu sistem yang menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa baik secara sendiri (pidana pokoknya saja) atau dijatuhkan 
bersamaan dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : 
a. Pidana Mati 
Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak-hak 
seseorang yang sudah melaksanakan tindakan pidana dimana diatur 
pada Undang-undang diancam hukuman mati. Pidana mati bermakna 
pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.22 Pada Pasal 11 
memeberikan penjelasan bahwasanya pidana mati dijalankan oleh 
algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di 
tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan 
tempat terpidana berdiri. 
b. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah pidana berbentuk pembatasan kebebasan 
seorang pidana, dengan cara mengisolasikan orang tersebut kedalam 
                                                   
22 Kelik Wardiono, et al, Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika, (Surakarta : 
Muhammadiyah University Press, 2020), 18. 
 



































lembaga kemasyarakatan, dengan mengharuskan orang tersebut agar 
taat pada seluruh aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan, yang 
memiliki kaitan dengan tindakan untuk mereka yang sudah 
melanggar aturan yang ada.23 Ketentuan terkait pidana penjara 
tercantum pada Pasal 12 KUHP. Dalam Pasal 12 dinyatakan pidana 
penjara sebagai berikut : 
1)   Pidana penjara yakni seumur hidup ataupun selama selama waktu 
tertentu; 
2)   Pidana penjara selama waktu tertentu minimal satu hari serta 
maksimal lima belas tahun berurut-turut. 
3)   Pidana selama waktu tertentu boleh dijatuhi untuk dua puluh 
tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim 
diperbolehkan memilih hendak pidana mati, pidana seumur hidup, 
serta pidana penjara selama waktu tertentu ataupun antara pidana 
penjara selama waktu tertentu, begitu juga pada hal batas lima 
belas tahun bisa dilampui dikarenakan perbarengan (concursus), 
pengurangan (residive) ataupun dikarenakan hal yang tercantum 
pada Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127). 
c. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan adalah pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak 
pidana selaku pelanggaran dan beberapa kejahatan yang diancam 
pidana kurungan apabila terjadi dikarenakan kealpaan serta ancaman 
                                                   
23 I Wayan Putu Sucana Arwana, “Efektivitas Narapidana Dalam Membina Narapidana”, Jurnal 
Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21 (Pebruari, 2015), 41. 
 



































pidana kurungan pada kejahatan yang dialternatifkan sebagai pidana 
penjara.24 Pengaturan pidana kurungan diatur dalam Pasal 18- Pasal 
29 KUHP. Pidana kurungan ini merupakan pidana perampasan 
kemerdekaan sama halnya dengan pidana penjara, akan tetapi 
perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu pidana 
kurungan memiliki jangka waktu yang lebih singkat daripada pidana 
penjara. Berdasarkan Pasal 18 KUHP menyatakan kurun waktu 
pidana kurungan yaitu minimal satu hari serta maksimal satu tahun. 
d. Pidana Denda 
Pidana denda yaitu pidana dimana pelaku membayar sejumlah uang 
sesuai dengan putusan pengadilan dengan maksud mengembalikan 
kerugian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Pidana denda 
diatur pada Pasal 30 dan Pasal 31. Objek dari pidana denda adalah 
harta benda dari pelaku tindak pidana, jika denda tak dibayarkan akan 
digantikan dengan pidana kurungan. 
Dalam sanksi pidana pokok, sering diancam dengan perbuatan 
pidana serupa. Atas dasar tersebut hakim hanya bisa menjatuhan salah 
satu di antara ancaman pidana terkait. Dalam hal ini, hakim 
diperbolehkan menentukan ancaman pidana, namun lamanya ancaman 
pidana (strafmaat) atau jumlah ancaman ditentukan oleh minimum dan 
maksimum ancaman. Ketentuan tentang batas-batas minimum dan 
maksimum membuat hakim diperbolehkan menentukan ancaman pidana 
                                                   
24 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 153. 
 



































yang sesuai dengan perkara. Kebebasan hakim ini bukan berati hakim 
dapat bertindak sewenang-wenang ketika menentukan pidana dengan 
sifat subjektif.25 Terkait masalah maksimum khusus dan minimum 
khusus ancaman pidana untuk pidana penjara serta pidana denda yaitu :26 
1) Masalah Maksimum Khusus 
Penetapan masalah maksimum khusus memiliki kaitan dengan 
aspek sosial ataupun aspek simbolik. Aspek sosial yaitu aspek yang 
memperlihatkan tingkatan keseriusan (bobot/kualitas) dari tindakan 
pidana. Penetapan maksimum ancaman pidana ini membatasi atau 
ukuran objektif terkait kualitas perbuatan terpidana yang tidak 
disukai atau dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat. 
Bahan pertimbangan selain aspek sosial adalah aspek moral. Aspek 
moral yaitu aspek yang memberikan batas objektif kapan pelaku 
dapat ditahan dan kapan terjadi daluwarsa penuntutan serta daluwarsa 
pelaksanaan pidana.   
Keunggulan dari penjatuhan pidana maksimum yaitu 
mengandung aspek perlindungan kepada masyarakat dan kepada 
setiap individu. Dikarenakan pidana maksimum ini menunjukkan 
tingkat keseriusan dari tindak pidana itu sendiri, sehingga 
memberikan peluang kepada kekuasaan pemidanaan untuk 
melakukan diskresi secara fleksibel dan memberikan perlindungan 
                                                   
25 Ika Dewi sartika Saimima, Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti 
Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), 53. 
26 Ibid., Hlm.  59-61. 
 



































kepada pelaku untuk memberikan batasan dari kekuasaan 
pemidanaan.  
2) Masalah Minimum Khusus 
Ditegaskan bahwa sistem mengenai minimum khusus ini 
hanyalah mungkin untuk minimum khusus pidana penjara saja dan 
tidak mungkin untuk pidana denda. Ketentuan mengenai jangka 
waktu minimum khusus (untuk pidana penjara) tidak diberikan 
batasan bisa lebih dari 1 (satu) hari. Lamanya minumum khusus 
menyesuaikan sifat, hakikat, kausalitas/bobot tindak pidana yang 
berkaitan.  
Pada dasarnya hakim bisa menetapkan jangka waktu minumum. 
Namun untuk kejahatan yang bersifat berat dan serius tidak dapat 
dijatuhi hukuman pidana kurang dari tiga tahun dan untuk kejahatan 
beratnya sekurang-kurangnya satu tahun.  
Sanksi kedua yaitu sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan 
adalah sanksi pada pelaku tindak pidana bersama dengan pidana pokok 
(tidak dapat dijatuhkan secara sendiri). Bentuk dari pidana tambahan ini 
disebutkan pada Pasal 10 KUHP yaitu : 
a) Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Jenis pidana ini adalah jenis pidana yang memiliki sifat sementara 
karena hak-hak tertentu terpidana yang sudah dicabut darinya bisa 
didapatkan kembali sesudah selesai mendapatkan sanksi pidana pokok. 
Namun terdapat pengecualian yaitu bila terpidana dijatuhi hukuman 
 



































penjara seumur hidup ataupun pidana mati, hak-hak yang sudah 
dicabut tidak bisa diperoleh kembali oleh terpidana. 27 Sanksi Pidana 
penjabutan hak diatur dalam Pasal 35-37.  Ketentuan mengenai hak-
hak yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan dalam Pasal 
35 sebagai berikut : 
(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atu jabatan yang tertentu; 
(2) Hak memasuki angkatan bersenjata; 
(3) Hak memilih serta dipilih daam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
(4) Hak menjadi penasihat (raadsman) ataupun pengurus menurut 
hukum (genechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anak sendiri; 
(5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalakan perwalian ayah 
pengampunan atas anak sendiri; 
(6) Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu. 
b) Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pada sanksi pidana perampasan terdapat dua barang yang bisa 
dirampas yaitu barang yang didapat dari kejahatan serta barang yang 
sengaja dipakai untuk menjalankan kejahatan. Pada hal ini 
diberlakukan ketentuan umum yaitu barang harus milik terpidana. 
Namun terdapat pengecualian pada Pasal 250 bis KUHP serta 
                                                   
27  Sabrina Hidayat, Pembuktian Kesalahan : Pertanggung jawaban Pidana Dokter Atas Dugaan 
Malpraktik Medis, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), 66. 
 



































perundang-undangan diluar KUHP. Pasal 250 bis KUHP dengan bunyi 
“Pada waktu penjatuhan pidana karena salah satu kejahatan 
diterangkan dalam bab ini maka dirampas; mata uang palsu; yang 
dipalsukan atau dirusakan itu; uang kertas atau uang bank yang palsu 
atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu; yang menurut 
sifatnya dipergunakan untuk meniru, memalsukan, atau untuk  
mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam 
kejahatan itu, biarpun benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.”28 
Perampasan barang-barang tertentu ini dapat diikuti tindakan 
selanjutnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan untuk barang yang 
berbahaya atau dirampas untuk negara untuk barang sitaan yang 
memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimasukkan ke dalam kas 
negara atau untuk mengembalikan kerugian akibat dari tindak pidana. 
c) Pengumuman Putusan Hakim. 
Pengumuman putusan Hakim merupakan pengumuman putusan 
Hakim yang dibayar oleh terpidana dan bersifat preventif dengan 
tujuan sebagai sarana pencegahan (prevensi umum) kepada 
masyarakat agar dapat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan 
terpidana, sehingga masyarakat dapat terhindar dari tindak pidana 
yang serupa atau agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat 
mengenai identitas terpidana yang telah melakukan tindak pidana 
sehingga masyarakat luas dapat mengatisipasi agar tidak menjadi 
                                                   
28 Andi Hamzah, Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta : Sinar grafika, 2017), 203. 
 



































korban selanjutnya.29 Ketentuan mengenai pidana tambahan 
pengumuman putusan Hakim pada Pasal 43 KUHP bahwasanya jika 
Hakim memberi perintah agar putusan diumumkan berdasrakan Kitab 
Undang-undang ini ataupun aturan-aturan umum lainnya, diharuskan 
untuk menetapkan cara pelaksanaan perintahnya. 
 
5. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Membuat Putusan Perkara 
Pidana 
Pertimbangan hakim merupakan pendapat tentang baik dan buruk 
yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum memutus perkara 
pidana. Putusan hakim tersebut akan dihargai dan memiliki kewibawaan 
apabila putusan terkait bisa mencerminkan rasa keadilan hukum 
masyarakat, serta selaku sarana untuk masyarakat dalam mencari 
keadilan dan kebenaran.  Sebelum hakim memutus suatu perkara, maka 
hakim akan bertanya pada hati nuraninya sendiri terkait keadilan putusan 
yang diberi bagi manusia atau sebaliknya, atau membawa banyak 
kemudharatan, sehingga seorang hakim diharuskan mempuyai otak yang 
cerdas serta memiliki hati nurani yang bersih.30 
Mengingat bahwa aliran di Indonesia yaitu rechtsvinding yaitu 
hakim dalam memutus perkara berpegang kepada undang-undang serta 
hukum lainnya di masyarakat secara kebebasan yang terkait 
(gebondenvrijeid) serta keterikatan yang bebas. Tindakan hakim terkait 
                                                   
29 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 161. 
30 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Haki, (Jakarta : Kencana, 2013), 75.  
 



































didasari Pasal 20, 22 AB, Pasal 16 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebelum dirubah menjadi Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana 
dalam Undang-undang tersebut berbunyi:31 
a.  Pasal 20 : hakim harus mengadili berdasarkan Undang-undang. 
b. Pasal 22 AB : hakim yang menolak mengadili dengan alasan undang-
undangnya bungkam, tidak jelas ataupun tidak lengkap, dapat 
dituntut karena menolak untuk mengadili. 
c. Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004: pengadilan 
tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada 
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. 
d. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 : hakim wajib 
mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dimasyarakat.  
e. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman : 
pengadian menghukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 
Ketentuan terkait pertimbangan Hakim ketika penjatuhan hukuman 
tercantum pada Pasal 197 ayat 1 huruf (d) yaitu pertimbangan yang 
disusun ringkas terkait fakta serta keadaan mengenai alat pembuktian 
                                                   
31 Tessalonika Novela Pangaila, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap 
Tindak Pidana Umum”, Lex Privatum, Vol. IV/No. 33, (Maret, 2016), 7-8.  
 



































dari pemeriksaan di sidang selaku dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
Terdapat beberapa pertimbangan hakim sebelum membuat putusan 
perkara diantaranya yaitu :32 
a. Pertimbangan yang memiliki sifat yuridis 
Yakni pertimbangan hakim yang didasakan pada fakta-fakta yuridis 
yang diperoleh dari proses  persidangan serta dalam Undang-undang 
sudah ditetapkan sebagai hal yang wajib termuat pada putusan yang 
meliputi: 
1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 
2) Keterangan terdakwa; 
3) Keterangan saksi; 
4) Barang-barang bukti; 
5) Pasal-pasal peraturan pidana. 
b. Pertimbangan yang memiliki sifat non yuridis  
Pertimbangan hakim yang tergolong dalam pertimbangan hakim 
yang memiliki sifat non yuridis yakni : 
1) Akibat perbuatan pelaku; 
2) Kondisi terdakwa; 
3) Hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.  
Mackenzine menyatakan adanya beberapa teori ataupun pendekatan 
yang dipakai Hakim ketika memberi pertimbangan ketika menjatuhkan 
                                                   
32 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan 
Narkotika, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 121-126. 
 



































putusan pada sebuah perkara, diantaranya:33 
a) Teori Keseimbangan 
Maksud dari teori keseimbangan ini yaitu keseimbangan antara syarat 
yang telah ditetapkan undang-undang serta dan kepentingan pihak 
yang memiliki kaitan dengan perkara. 
b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 
Penjatuhan putusan hakim adalah diskresi ataupun kewenangan 
Hakim. Selaku diskresi, ketika menjatuhi putusan hakim hendaknya 
menyesuaikan keadaan serta hukuman yang sewajarnya untuk pelaku 
tindak pidana atau pada perkara perdata. Pendekatan seni akan 
digunakan hakim ketika menjatuhi putusan dengan menggunakan 
insting ataupun intuisi daripada pengetahuan hakim. 
c) Teori Pendekatan Keilmuan 
Titik tolak dari teori ini yaitu proses penjatuhan hukuman wajib 
dilaksanakan dengan sistematik serta berhati-hati, khususnya yang 
berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya demi menjamin 
konsistensi putusan hakim. Agar putusan hakim yang tidak sesuai 
aturan perundang-undangan dapat dihindari. 
d) Teori Pendekatan Pengalaman 
Pengalaman hakim merupakan hal yang bisa membantu dalam 
berhadapan dengan perkara-perkara yang ada. Teori pendekatan 
pengalaman hakim ini bisa membantu hakim ketika memberi putusan 
                                                   
33 Acmad Rifai, Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurkanan 
Putusan hakim Pada Keadilan), (Makassar : Nas Media Pustaka, 2020), 40-42. 
 



































pada terdakwa lewat pengalaman hakim. Dengan demikian, hakim tak 
kesulitan apabila berhadapan dengan perkara serupa. 
e) Teori Ratio decidendi 
Teori Ratio decidendi adalah teori yang mempertimbangkan seluruh 
aspek yang memiliki kaitan dengan pokok perkara yang 
dipersengketakan, lalu mencari aturan perundang-undnagan yang 
berkaitan dengan pokok perkara selaku dasar hukum ketika memberi 
hukuman. 
 
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 
1.  Definisi Tindak Pidana (Jarimah) 
Pada hukum Islam, hukum pidana disebut jarimah. Secara 
etimologis jarimah  berakar dari kata jarama-yajrimu-jarimatan,  yang 
artinya “berbuat” serta “memotong”. Secara khusus dipakai secara 
terbatas pada “perbuatan dosa” ataupun “perbuatan yang dibenci”. Selain 
itu, kata jarimah juga berakar dari kata ajrama-yajrimu artinya 
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran keadilan dan 
menyimpan dari jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologis, 
jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah 
dengan hukuman hudud dan ta’zir.34  
Pada istilah lain, jarimah  disebut juga jinayah. Jarimah secara 
bahasa artinya melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Sedangkan jinayah 
                                                   
34 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 1.  
 



































secara bahasa atau epistemologi adalah sebutan orang yang melakukan 
tindakan pidana (delik) atau pelaku kejahatan. Sehingga kedua istilah ini 
secara harfiah memiliki makna yang sama, yaitu merujuk pada 
pelanggaran pidana dalam Islam.35 
Perbuatan-perbuatan yang dipandang jarimah diantaranya 
perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan berakibat memberi 
kerugian perseorangan ataupun masyarakat dalam aqidah, harta benda, 
harta diri, ketenteraman jiwa, serta hal yang berhak dilindungi. (A. azhar 
Basyir, 1982 : 1). 36  
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jarimah 
merupakan “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang dapat 
diancam hukuman oleh Allah berupa hukuman hudud, qishash, dan 
diyat”.  
 
2.  Unsur-unsur Tindak Pidana (Jarimah) 
Perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila memenuhi unsur-unsur 
jarimah. Unsur jarimah tersebut ada dua, yaitu unsur umum dan unsur 
khusus. Perbedaan dari kedua unsur tersebut yakni unsur umum berlaku 
pada semua tindak pidana (jarimah), lalu unsur khusus hanyalah berlaku 
pada tiap tindak pidana (jarimah). 
 Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu sebagai berikut : 
                                                   
35 Idik Saeful Bahri, Risalah Mahasiswa Hukum, (Bandung : CV. Rasi Terbit, 2017), 227. 
36 R. saija dan Iqbal Taufik,  Dinamika Hukum Islam Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 
206. 
 



































a. Unsur formal (al-Rukn al-Syar’iy), yakni adanya nash ataupun dasar 
hukum yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan tergolong sebagai 
jarimah. Dengan kata lain, tiap perbuatan tidak dianggap melawan 
hukum serta pelakunya tidak bisa dipidana terkecuali ada nash atau 
undang-undang yang mengatur.37  Salah satu contoh dari unsur 
formal ini adalah ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan 
hukumannya di al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38, yaitu pelaku 
pencurian dihukum potong tangan.  
b. Unsur material (al-Rukn al-Madi), terdapat perbuatan melawan 
hukum atau tingkah laku seseorang yang berbentuk jarimah, baik 
dengan sikap berbuat atau tidak berbuat yang dapat melanggar 
ketentuan formal.  Contoh dari unsur ini yaitu tindak pidana 
pencurian. Tindakan pelaku yang memindahkan ataupun menggambil 
barang orang lain. Tindakan yang dilakukan pelaku tersebut 
merupakan unsur material, yakni perilaku dari pelaku yang 
membentuk tindakan pidana.38 
c. Unsur moral (al-Rukn al-Adabiy), terdapat niat ataupun kesengajaan 
dari pelaku dalam melakukan jarimah. Unsur ini berkaitan dengan 
tanggungjawab  pada pelaku jarimah.39 Bila pelakunya seorang 
mukallaf  (orang yang ‘aqil dan baligh), maka seorang tersebut dapat 
dimintai pertanggung jawaban atas jarimah yang telah dilakukannya.  
                                                   
37 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 11.  
38 Ibid., hlm. 12. 
39 Saija dan Iqbla Taufik, Dinamika Hukum Islam indoensia, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 
202.  
 



































Namun, apabila jarimah dilakukan oleh orang gila ataupun anak 
dibawah umur, sehingga dia tidak dapat dikenai hukuman, 
dikarenakan anak dibawah umur dan orang gila tidak bisa dibebani 
pertanggungjawaban.  
Sedangkan, unsur jarimah khusus yaitu spesifikasi tiap jarimah serta 
tidak dapat ditemukan pada jarimah lainnya. Contohnya, unsur khusus 
yang terdapat pada jarimah pencurian adalah memindahkan atau 
menggambil barang milik orang lain. Selain itu, unsur pada jarimah 
pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain. 
‘Abd al-Qadir ‘Audah  sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah 
memformulasikan kriteria suatu perbuatan dikatakan tindak pidana  
menjadi tiga bentuk rukun (perkara), sebagai berikut :40 
1) Rukun Syar’i  (Undang-undang), yaitu adanya nash yang melarang 
suatu perbuatan dengan diancam hukuman kepadanya. 
2) Rukun maddi, yaitu adanya tidakan yang membentuk jarimah,  yaitu 
perbuatannya nyata atau tidak.. 
3) Rukun adabi, yaitu adanya perbuatan (orang mukallaf) atau orang 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban. terhadap jarimah yang 




                                                   
40 Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ius Civile, 4-5.  
 



































3. Klasifikasi Tindak Pidana (Jarimah) 
Jarimah ditijau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga, 
diantaranya: 
a. Jarimah Hudud  
Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman had. 
Had adalah hukuman yang sudah ditetapkan batas, jenis, serta 
hukumannya, sekaligus tergolong hak Allah dengan pengertian 
hukuman tersebut tidak dapat ditambah, dikurangi oleh siapapun dan 
tidak memiliki batas tertinggi ataupun terendah.41  
Dalam pembagian jarimah hudud  ini terdapat perbedaan 
pendapat ulama, berdasarkan Imam Syafi’i jarimah yang wajib 
dihukum had terdapat 7 yakni : zina, qadzaf (menuduh zina), sariqah 
(pencurian), Syurb al Khamar (minuman keras), hirabah 
(perampokan), riddah (murtad), al bagyu (pemberontakan)”. 
Berdasarkan Imam Hanafi, jarimah yang sudah ditetapkan dalam al-
Qur’an ada lima, diantarana : zina, sariqah (pencurian), syurb al 
kamar (minuman keras), qath’u thariq (perampokan), dan qadzaf 
(menuduh zina).42 
Apabila sesorang telah terbukti melakukan jarimah yang diancam 
hukuman had. Maka hakim ataupun penguasa yang menangani 
masalah tersebut tidak dapat ikut campur tangan selain menjatuhkan 
hukuman kepada pelaku sesuai dengan yang ditetapkan oleh syara’ 
                                                   
41 Islamul Haq,  Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan : IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020), 55-56. 
42 Ibid., 56.  
 



































atas dasar kepentingan dan perlindungan kepada masyarakat dan 
merupakan hak Allah SWT. yang tidak dapat dikurangi, ditambah, dan 
dihapus oleh siapapun.  
Hikmah disyariatkannya jarimah hudud  adalah sebagai berikut 
:43 
1) Untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak 
pidana, sehingga ia tidak menggulangi perbuatan jarimah lagi; 
2) Untuk mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang 
telah dijatuhi hukuman had (hudud); 
3) Untuk pencegahan terjadinya jarimah (tindak pidana), karena orang 
takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut. 
b. Jarimah qishash dan diyat 
Jarimah qishash dan diyat merupakan jarimah yang diancam 
hukuman qishash serta diyat. Hukuman qishash serta diyat ini telah 
ditetapkan sebagai hak perseorangan. Maksud dari hak perseorangan 
adalah korban memiliki hak memaafkan pelaku jarimah apabila korban 
mengehendaki sehingga hukuman untuk pelaku jarimah akan gugur. 
Menurut Hanafi jarimah qishash ada lima, yaitu :44 
1) Pembuhunan dengan sengaja (al-qathlu al-‘amdu);  
2) Pembunuhan semi sengaja (al-qathlu syibhu al-‘amdi); 
3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, al-qathu khata’); 
                                                   
43 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 10.  
44 Ibid, hlm. 12.  
 



































4) Penganiayaan sengaja (al-jarhu al-‘amdu) 
5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarhu khata’).  
Dasar pelaksanaan qishash tercantum pada Firman Allah SWT. 
Surah al-Baqarah (2) : 178 : 
 
ل ي  اال ِذْين  آم نـحْواكحِتب  ع ل ْيكحمح اْلِقص اصح ِف اْلق تـْ أ يُـّه  ْْلحنْـث ى اْْلحرُّ ِِبْْلحرِ  واْلع ْبدح ِِبْلع ْبِد و اصلى َي 
اٍن  جِِباْْلحنْـث ى  ْعرحْوِف و أ د اٌء إِل ْيِه ِبِِْحس  ف م ْن عحِفي  ل هح ِمْن أ ِخْيِه ش ْيٌءف ات ِب اٌع ِِبْلم 
ذ ِلك  قلى 
اٌب أ لِْيٌم  قلى خت ِْفْيٌف ِمْن ر بِ كحْم و ر ْْح ٌة  ذ ِلك  فـ ل هح ع ذ  ِناْعت د ى بـ ْعد         (١ ٨ ٧) ف م 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qisas berkenaan dengan oran yang dibunuh. Orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat 
(tebusan) kepadanya dengan baik (pula) yang demikian itu adalah 
keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampui batas 
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”45 
 
c. Jarimah Ta’zir  
Secara bahasa ta’zir yakni mashdar dari kata ‘azzara’ artinya 
menolak serta mencegah, menghukum, mencela, atau memukul. 
Sedangkan menurut istilah syara’, al Mawardi mendefinisikan ta’zir 
yaitu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang 
                                                   
45 https://kalam.sindonews.com/ayat/178/2/al-baqarah-ayat-178, “diakses pada” 12 Desember 
2020.  
 



































hukumannya belum ditentukan oleh syara’.46  
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang bentuk serta jenis hukumannya 
ditetapkan hakim terhadap pelaku tindak pidana ataupun jarimah 
karena hukumannya belum ditetapkan syara’ atau sudah ditentukan 
hukumannya tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaanya. Macam-
macam jarimah ta’zir dari segi dasar hukum (penetapannya) terbagi 
atas tiga: 
1) Jarimah hudud, jarimah qishash serta diyat yang memiliki unsur 
subhat tetapi tak sesuai syarat. Akan tetapi, perbuatan tersebut 
dirasa sebagai maksiat. Contohnya wati’ subhat, pencurian harta 
syirkah, pembunuhan ayah pada anaknya, pencurian non-harta benda; 
2) Jarimah ta’zir yang tercantum pada nash syara’ namun 
hukumannya belum ditentukan. Misalnya riba, suap, mengurangi  
takaran ataupun timbangan; 
3)  Jarimah ta’zir yang jenis atau sanksi hukumannya belum 
ditetapkan oleh syara’. Jenis jarimah ketiga ini sepenunya 
diserahkan pada ulil amri. Contohnya pelanggaran peraturan 
lingkungan hidup, lalu lintas, serta pelanggaran lalu peraturan 
pemerintahan lainnya. 
Pembagian jarimah ta’zir berdasarkan hak Allah yang 
dilanggar   dibagi menajdi dua, yaitu :                                                                                                                            
a) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah.  
                                                   
46 Ismaul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 121. 
 



































Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah ini adalah 
seluruh perbuatan yang memiliki kaitan dengan kepentingan 
dan kemaslahatan umum. Contohnya merusak dibumi, 
mencuri yang tidak sesuai syarat, mencium wanita yang bukan 
istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan. 
b) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu.  
Maksud dari jarimah ini yaitu tiap perbuatan yang dapat 
merugikan orang tertentu bukan pada banyak orang. 
Contohnya penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain. 
Agar pelaku jarimah ta’zir  merasa jera atas perubuatannya, 
maka pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukuman 
yang ditentukan oleh Hakim. Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Audah 
mendefinisakn hukuman yaitu : 
 
.ش ارِعِ ِة اجلْ م ا ع ِة ع ل ى ِعْصي اِن أ ْمرِالرح ِلمحْصل ح  ا ْلعحقحْوب ةح ِهي  اجلْ ز اءح اْلمحق ر    
Artinya : “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 
memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran 
atas ketentuan-ketentuan shari’.47 
 
 Tujuan memberikan hukuman kepada pelaku jarimah  adalah 
untuk menyelamatkan jiwa manusia baik perseorangan atau 
masyarakat, dari kerusakan serta menyingkirkan hal-hal yang 
mendatangkan kejahatan. Jenis-jenis hukuman jarimah ta’zir: 
                                                   
47 Sahid, Epitemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 84-85.  
 



































(1) Hukuman Mati 
Sebagian fuqaha memberikan pengecualian terhadap 
hukuman ini, yaitu memperbolekan hukuman mati selaku 
hukuman ta’zir jika kepentingan umum mengendakinya 
ataupun kerusakan oleh pelaku tidak bisa dihindari oleh pelaku 
kecuali dengan cara membunuh. Contohnya memberikan 
hukuman mati pada seorang mata-mata, penyeru bid’ah 
(pembuat fitnah), ataupun revidivis yang berbahaya.  
Sehingga, hukuman mati adalah hukuman pengecualian 
dalam aturan hukuman ta’zir.  Hukuman mati hanya dilakukan 
oleh jarimah berat serta berbahaya.   
(2) Hukuman Cambuk 
Hukuman cambuk yakni salah satu hukuman pokok di 
Islam serta ditetapkan sebagai hukuman pada jarimah hudud 
dan ta’zir. Hukuman ini diutamakan untuk jarimah ta’zir yang 
berbahaya. Wahab Zuhaili mngemukakan bahwa penjatuhan 
hukuman ta’zir berbentuk pukulan (cambukan) yaitu tiga (3) 
kali cambukan atau lebih bahkan bisa kurang, hal tersebut 
tergantung kesepakatan pemerintah (ulil amri). Sehingga 
hukuman ta’zir sepenuhnya diserahkan kepada hakim (ulil 
amri) .  
Alat yang dipakai dalam hukuman cambuk yaitu cambuk 
pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, serta tidak terlalu 
 



































kecil), seperti tongkat. Imam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa 
sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Jika orang yang 
dihukum ta’zir adalah laki-laki maka bajunya harus dibuka. 
Namun, jika  perempuan maka bajunya tak diperbolekan buka 
karena apabila dibuka akan terbuka auratnya.48 
(3) Hukuman Penjara atau Kurungan 
Pada hukum Islam hukuman penjara dibagi menjadi dua, 
yaitu  hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak 
terbatas.  
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang jangka 
waktu sudah terbatasi dengan tegas. Hukuman ini diterapkan 
pada jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, 
melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka 
disiang hari tanpa udhur dan jarimah  lainnya. Untuk batas 
minimal hukuman penjara ini yaitu satu hari, lalu batas 
maksimal tidak terdapat kesepakatan antara fuqaha.  
Hukuman penjara tidak terbatas yakni hukuman penjara 
yang waktunya tidak dibatasi atau hukuman penjara seumur 
hidup. Hukuman ini berlangsung sampai orang yang dihukum 
mati atau sampai ia bertobat. Para fuqaha sepakat hukuman ini 
diberi pada orang yang berbahaya, orang yang terbiasa jarimah 
(mu’tadul ijram), orang yang biasa melakukan jarimah 
                                                   
48 Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Selawesi Selatan : IAIN Pare-pare Nusantara Press,2020  ), 127. 
 



































pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, atau orang yang 
jarimah nya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa atau 
seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh orang 
ketiga.  
(4) Hukuman Pengasingan 
Hukuman ini diberikan kepada perbuatan pelaku yang bisa 
memberi pengaruh pada orang lain (menjalar) dan 
membahayakan orang lain. Misalnya orang mukhannats 
(waria) yang pernah dilaksakan oleh Nabi dan 
mengasingkannya di Mekkah. Selain itu perbuatan pemalsuan 
al-Qur’an juga dapat dikenakan hukuman ini. 
(5) Hukuman Pengucilan  
Hukuman pengucilan ini merupakan larangan berhubungan 
dengan pelaku jarimah serta masyarakat dilarang berhubungan 
dengannya. Hukuman ini berdasar pada sunnah Nabi dan 
sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang tidak ikut serta 
pada perang tabuk. Tiga orang tersebut yakni Ka’ab Ibn Malik, 
Mirarah Ibn Rabi’ah Al-amiri, serta Hilal Ibn Umayah Al-
waqifi. Mereka terkucilkan selama lima puluh hari sampai 
bertaubat dan Rasulullah melarang muslimin berbicara serta 







































(6) Hukuman Ancaman 
Hukuman ancaman adalah salah satu hukuman ta’zir  dengan 
syarat bisa membawa hasil serta bukanlah ancaman kosong. 
Contohnya memberikan ancaman kepada pelaku jarimah akan 
dijilid, dipenjarakan, ataupun dihukum dengan hukuman lain 
bila pelaku akan mengulangi perbuatannya. 
(7) Hukuman Teguran 
Dalam hukuman terguran ini jika hakim merasa hukuman 
terguran bisa memperbaiki serta mendidik pelaku jarimah, 
maka hakim cukup memberikan hukuman teguran pada pelaku 
jarimah.  
(8) Hukuman  Peringatan 
Hakim boleh memberikan hukuman peringatan kepada pelaku 
jarimah jika hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman 
peringatan ini dapat dilakukan dirumah atau dipanggil 
dipersidangan. Bentuk dari hukuman peringatan yang pertama 
disebut peringatan keras atau semata-mata serta dianggap 
ringan dikarenakan pelaku cukup di rumah serta didatangi 
petugas pengadilan, lalu peringatan kedua pelaku datang ke 
persidangan untuk mendapat peringatan langsung dari hakim. 
(9) Hukuman Denda 
Hukuman denda juga ditetapkan syari’at Islam selaku 
hukuman ta’zir seperti mencuri buah dipohon. Hukumannya 
 



































bagi pencuri buah yaitu didenda dua kali lipat dari harga buah. 
Hukuman serupa juga dapat diberikan kepada orang yang 
menyembunyikan barang hilang.49 
 
4. Teori Batas Minimal dan Maksimal Hukuman 
Teori batas (nazhariyyat al-hudud) adalah teori hukum Islam yang 
ketentuan legalnya diawali dari batas minimal dan diakhiri dengan batas 
maksimal. Teori ini dicetuskan oleh Muhammad Syahrur dalam karya 
kontroversinya  dengan judul Al-Kitab wa al-Quran : Qira’ah 
Mu’ashirah.  
Dalam terminologi,  batas minimal dinamakan al-hadd al-adnu  
yang artinya suatu hukum yang ketentuan legalnya tidak boleh dikurangi, 
tetapi dapat dilampui. Sedangkan batas maksimal (al-hadd al-adnu) yaitu 
batas hukum yang ketentuan hukum legalnya dapat dikurangi tetapi tidak 
dapat dilampui. Menurut Syahrur terdapat enam bentuk teori batas, yaitu 
:50 
a. al-hadd al-adna, adalah ketentuan hukum yang memiliki atas 
minimal. Contohnya larangan tentang wanita yang dikawini dalam 
al-Quran surah an-Nisa’ ayat 22-23. 
b. Al-Hadd al-‘ala, adalah ketentuan hukum yang hanya memiliki 
batas maksimal. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang sudah 
                                                   
49 Darsi Darsi dan Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Prspektif Fiqh Jinayah”, Al-Qisthu, Vol. 16 No. 2, 
(2019), 63.  
50 Sofyan dan Zulkarnain Suleman, Ushul  Fiqh, (Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 174-
179.  
 



































ditentukan oleh al-Qur’an  tidak boleh dilampui atau ditambah, 
tetapi dapat dikurangi. Contohnya tindak pidana pencurian. 
c. Al-Hadd al-adna wa al-hadd al-‘ala ma’an, adalah ketentuan 
hukum yang memiliki batas minimal dan minimal. Contohnya 
hukum waris (Q.S. al-Nisa’ : 11-14, 176) dan poligami (Q.S. an-
Nisa’ : 30). 
d. Al-Hadd al-adna wa al-hadd al-a’la ma’an ‘ala nuqthah wahidah, 
adalah ketentuan hukum yang mempunyai batas minimal dan 
maksimal dan berada pada satu titik koordinat (garis lurus). Artinya 
ketentuan hukum yang mempunyai batas maksimal menjad batas 
minimalnya, sehingga ijtihad tidak dapat mengambil batas yang 
lebih ringan atau yang lebiih berat. Oleh karena itu, dalam teori ini 
menegaskan bahwa tidak ada alternatif hukum lain atas suatu 
ketentuan legal yang telah ditegaskan dalam nash. Contohnya sanksi 
seratus kali jilid terhadap pelaku zina (dalam surat an-Nur ayat 2). 
e. Al-hadd al-‘ala wa al-adna bi khathath muqarib limustaqim 
yataqaraba wa la yamas,  adalah ketentuan hukum yang 
mempunysi batas maksimal, namun arena tidak bersentuhan dengan 
bats maskimal, sehingga hukuman tidak dapat diterapkan. 
Contohnya batasan hubugan pria dan wanita yang sudah ditentukan 
dalam nash yaitu zina. Namun, apabila pergaulan antara laki-laki 
dan wanita tersebut tidak terjadi persentuhan secara maksimal yaitu 
 



































hukuman kelamin, maka hukuman (had)  zina tidak dapat 
dijatukan,dan harus terdapat empat orang sanksi. 
f. al-hadd al-‘ala mujabun la yajuzu tujawaizuhu, wa al-hadd al-adna 
salibun yajuzu tujawizuhu,  adalah ketentuan hukum yang 
mempunyai batas maksimal dan minimal, dimana batas maksimal 
tersebt bernilai positih (+) dan sehinga tidak boleh dilampui. 
Sedangkan batas minimalnya bernilai negatif (-) sehingga boleh 
dilampui. Contohnya masalah riba dan zakat.  
 
C. Tindak Pidana Illegal Logging  
1.  Definisi Illegal Logging 
Pengertian illegal logging  tidak pernah secara eksplisit dipaparkan 
dengan tegas. Akan tetapi, terminologi illegal logging bisa dilihat dari 
definisinya secara harfiah yakni bahasa Inggris. “The Contemporary 
English Idonesia Dictionary” (Salim dan Sukardi, 2005 :71). Illegal 
memiliki arti “tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, 
haram”. Pada “Black’s Law Dictionary” (Garner dalam Sukardi, 2005 : 
71) illegal memiliki arti “Forbidden by Law; unlaw”, yang artinya 
“dilarang menurut hukum atau tidak sah”. sedangkan Log dalam bahasa 
Inggris bermakna “batang kayu atau kayu gelondongan”, lalu Logging 
bermakna “menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian” 
(Salim dalam Sukardi, 2005 : 71). Berdasarkan pengertian illegal logging 
secara harfiah, illegal logging  adalah menebang kayu lalu membawa 
 



































kayu tersebut ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum 
atau tidak sah  berdasarkan hukum.51 
Badan Pangan & Pertanian Dunia (Food and Agriculture 
Organization/FAO) mendefinisikan illegal logging meliputi :52  
a. Menebang pohon tanpa izin. 
b. Mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan. 
c. Mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap 
d. Menggandakan izin penebangan. 
e. Merusak kulit pohon supaya pohonnya mati sehingga bisa 
menggunakan alasan untuk ditebang. 
f. Menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan 
hutan lindung. 
g. Menebang jenis kayu yang dilindungi. 
h. Menebang di kawasan lindung atau konservasi. 
i. Menebang di luar kawasan tanpa hak Hutan Pengusahaan Hutan 
(HPH). 
j. Menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaram, 
sungai, dan kawasan resapan air.  
Umumnya, illegal logging adalah kegiatan di bidang kehutanan 
secara tidak sah yang mengakibatkan hutan mengalami kerusakan. 
Kegiatan tersebut berisikan: penebangan, pengangkutan, pengolahan 
                                                   
51 Winarno Budyatmojo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan 
Kenyataan)”, Vo. 2 No. 2, (Mei-Agustus, 2013), 94.   
52 Ibid., hlm. 94-95.  
 



































kayu sampai kegiatan jual-beli (ekspor-impor) secara tidak sah atau 
bertentangan dengan aturan yang ada.    
 
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Illegal Logging 
Segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana illegal loggong di 
Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun pengaturan 
terhadap kekuasaan kehakiman dalam menangani tindak pidana illegal 
logging diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebelum 
dirubah menjadi undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pelaksanaan formal dari hukum pidana 
diatur dalam KUHAP. 
 
3. Dampak Tindak Pidana  Illegal Logging 
Kegiatan Illegal logging membuat bermacam dampak negatif dalam 
berbagai aspek. Pembalakan secara liar ini dapat menyebabkan rusaknya 
hutan yang dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor, 
maupun efek rumah kaca karena pohon-pohon yang berfungsi untuk 
menyerap air rusak akibat dari pelaku pembalakan liar secara tidak sah.  
Dampak illegal logging mempunyai dimensi yang luas tidak hanya 
pada masalah ekonomi, namun juga sosial, budaya, politik, serta 
 



































lingkungan yang akan diurikan sebagai berikut :53 
a. Dalam perspektif ekonomi, illegal logging mengurangi penerimaan 
devisa negara serta pendapatan negara. Banyak sumber memaparkan 
kerugian atas illegal logging Rp 30 triliun pertahun. Selain itu, 
permasalahan ekonomi akibat  kegiatan ini bukan hanya secara 
finansial tetapi juga hilangnya pohon. 
b. Dari dampak sosial budaya, munculnya sikap kurang 
bertanggungjawab karena perubahan nilai dimana masyarakat umum 
sulit membedakan yang benar dengan salah,  yang baik dengan yang 
buruk dikarenakan hukum tidak ditegakkan terkadang apabila 
ditegakkan, hanya pada sasaran yang salah.  
c. Dari segi lingkungan, hilangnya sejumlah pohon yang membuat tidak 
terjaminnya keberadaan hutan serta rusaknya lingkungan, berubahnya 
iklim mikro, menurunnya produktivitas tanah, erosi serta banjir, 
sekaligus hilangnya keanekaragaman hayati yang menyebabkan 
hilangnya flora dan fauna.  
 
4. Upaya Penanggulangan  Tindak Pidana Illegal Logging  
Upaya penanggulangan yang bisa dijalankan untuk mengatasi 
masalah illegal logging  yaitu melalui cara kombinasi upaya-upaya 
mencegah (preventif), menanggulangi (represif), serta monitoring 
                                                   
53 Fransiska Novita Eleanora,”Tindak Pidana Illegal Logging berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 
mengenai Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, 230. 
 




































a. Montoring (deteksi) pada adanya kegiatan illegal logging  
Untuk mendeteksi adanya kegiatan illegal logging bisa dilakukan 
dengan kegiatan-kegiatan:54 
1) Deteksi makro, contohnya melaui potret udara sehingga 
ditemukan indikasi penebangan liar, seperti jalur logging, 
basecamp, ground checking, dan patroli. 
2) Inspeksi ditempat-tempat yang dirasa terjadi penebangan liar. 
3) Deteksi disepanjang jalur-jalur pengangkutan. 
4) Inspeksi di log pond IPKH. 
5) Melakukan timber tracking. 
6) Menerima serta menindaklanjuti informasi masyarakat. 
7) Pemeriksaan dokumen (izin, angkutan, dan laporan) perlu lebih 
intensif, khususnya dokumen laporan. 
b. Tindakan preventif dalam mencegah illegal logging  
Tindakan preventif adalah tindakan yang mengacu ke depan, 
strategis, serta terencana aksi jangka menengah sekaligus jangka 
panjang, akan tetapi harus dipandang selaku tindakan yang mendesak 
dilakukan seperti: 
1) Pembangunan kelembagaan (capacity building) yang 
menyangkut perangkat lunak. 
                                                   
54 Rubijanto Siswosoemarto, et al, Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi,  (Jakarta :PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2019), 586. 
 



































2) Perangat keras dan SDM termasuk pemberian reward and 
punishment. 
3) Pemberdayaan masyarakat seperti memberi akses pemanfaatan 
sumber daya hutan dengan tujuan masyarakat bisa ikut menjaga 
hutan serta merasa memiliki, sekaligus pendekatan pada 
pemerintah daerah agar lebih bertanggungjawab pada kelestarian 
hutan. 
4) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan 
pekerjaan dengan tingkat upah/pendekatan yang melebihi upah 
menebang kayu liar misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit 
diusahakan lebih tingi/sama dengan menebang kayu liar, 
pemberian saham dan sebagainya. 
5) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang 
profesionalisme SDM. 
6) Pengembangan insentif untuk masyarakat yang bisa memberikan 
informasi pelaku. 
7) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat. 
8) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat 
(fit and proper test), 
9) Evaluasi dan review peraturan perundang-undangan. 
10) Perbaikan mekasime pelangan kayu hasil tangkapan atau temuan. 
11) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional. 
12) Penegasan penataan batas kawasan hutan. 
 



































13) Restruksisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian 
HHPHH dan ijin HPH skala kecil. 
c. Tindakan Represif  
Tindakan represif yaitu tindakan yang berasal dari penegak 
hukum mulai dari menyelidiki, menyidik, hingga ke pengadilan. 
Oleh karenanya, memerlukan adanya persamaan perspeksi antar tiap 
unsur penegak hukum yakni penyidik (Polri dan PPNS), Jaksa 
Penuntut Umum, dan Hakim.  
Adapun solusi untuk memperbaiki hutan yang rusak akibat 
kegiatan illegal logging dan mengatasi masalah illegal logging yakni:55 
1) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul 
2) Penerapan sistem tebang pilih dalam menanam pohon 
3) Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga 
dapat dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia 
4) Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa 
diprediksi. Sehingga kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa 
harus merusak habitat alam yang masih baik. 
5) Menerapkan sanksi yang berat bagi yang melanggar ketentuan 
Undang-undang mengenai pengolahan hutan. Misalnya dengan 
upaya pengawasan dan penindakan di TKP atau tempat kejadian 
                                                   
55 Fransiska Novita Eleanora,”Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 
mengenai Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, 234-235. 
 



































perkara hutan (lokasi kawasan tempat kejadian orang melakukan 
kegiatan illegal logging). 
6) Menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu 
ilegal. Upaya ini dianggap cukup dalam menanggulangi perbuatan 
illegal logging dan perusahaan atau industri dapat dituding 
melakukan penadahan. Perbuatan menampung kayu ilegal yang 
dilakukan oleh perusahaan atau industry. 
 
 



































DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 147/PID.B/LH/2019 TENTANG TINDAK 
PIDANA ILLEGAL LOGGING 
 
A. Kronologi Kasus 
 Untuk mendukung data pada penulisan skripsi ini, penulis hendak 
memaparkan kronologi kasus tindak pidana illegal logging pada Putusan 
Nomor 142/Pid.B/LH/2019/PN Srl yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri 
Sarolangun dan telah berkekuatan hukum tetap (inckrat). Berikut 
kronologinya: 
 Pelaku bernama Sunaryo Alias Rin Bin Yasa Winarka yang sudah 
terbukti sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindakan pidana 
“menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, sehingga pelaku 
diancam Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 Kasus ini bermula saat terdakwa melakukan penumbangan dan 
pegerusakan tanaman akasia milik PT. AAS. pada Kamis 01 Agustus 2019 
dari mulai pukul 14.00 Wib di areal PT. AAS desa Sungai Butang kecamatan 
Mandiangin kabupaten Sarolangun. Pada hari tersebut, perbuatan terdakwa 
diketahaui oleh pekerja dari PT. AAS. Setelah 15 menit terdakwa melakukan 
penumbangan dan pengerusakan pohon akasia, pekerja tersebut datang dan 
menemui terdakwa serta menyampaikan bahwa tanaman jenis akasia yang 
telah ditebang dan dirusak terdakwa merupakan tanaman milik PT. AAS. 
 



































Kemudian terdakwa dibawa oleh petugas tersebut ke kantor PT. AAS dan 
setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Mandiangin. Sebelumnya terdakwa 
juga telah melakukan penumbangan dan pengerusakan pohon akasia pada : 
1. Selasa, 23 Juli 2019 
2. Kamis, 25 Juli 2019 
3. Jum’at. 26 Juli 2019 
4. Sabtu, 27 Juli 2019 
5. Minggu, 28 Juli 2019 
 Tujuan terdakwa menumbang dan merusak tanaman akasia milik PT. 
AAS adalah agar tanamaan Akasia mati sehingga tanaman karet yang ada 
pada areal tersebut menjadi subur. Tanaman karet tersebut milik Martono, 
alamat desa Sungai Butang kecamatan Mandiangin. Oleh karena itu, terdakwa 
melakukan penumbangan dan pengerusakan tanaman akasia tersebut karena 
disuruh oleh Martono dan terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. 
Terdakwa diupah Martono untuk melakukan penerbasan semak-semak dan 
apabila ada tanaman akasia agar ditumbang. 
 Peristiwa ini bermula saat hari serta tanggal yang tidak diingat di bulan 
Juli tahun 2019 kisaran pukul 14.00 WIB dijalan areal PT.AAS. Pada saat itu 
terdakwa hendak ke lokasi memotong karet kemudian Martono memotong 
perjalanan terdakwa dan memanggil terdakwa “Rin kamu sedang kerja apa” 
lalu terdakwa menjawab biasa motong karet”, kemudian Martono 
menyampaikan kepada terdakwa “mau gak nerbas tanaman karet miliknya”, 
 



































dijawab oleh terdakwa “ya maulah cuma terdakwa kerjanya setelah motong 
karet kalau ada waktu”, pada saat itu Martono mau dan sekiranya tiga hari 
kemudian pada hari serta tanggal yang tak diingat pukul 15.00 terdakwa dan 
Martono bertemu dijalan, kemudian Martono mengajak terdakwa untuk 
menunjukkan lokasi. Martono menunjukkan lokasi dengan tangan kanannya 
dan mengatakan kepada terdakwa “dari tempat kita berdiri sampai pohon kayu 
yang kering itu dan nanti ketemu jalan lalu arahkan kesana nanti akan ketemu 
jalan lagi”. Martono bertanya kepada terdakwa berapa upah yang diminta 
terdakwa, dan terdakwa menjawab “ngikut saja berapa yang mau dikasih”. lalu 
Martono mengatakan “ya iyalah nanti aku tahu berapa yang harus aku kasih”. 
Kemudian terdakwa melakukan penerbasan lokasi sejak mulai hari Selasa 
tanggal 23 Juli 2019. 
 Dalam melakukan penerbasan, penumbangan, dan pengerusakan tanaman 
akasia, terdakwa sudah menerima upah dari Martono senilai Rp 600.000 
(enam ratus ribu rupiah). Pertama terdakwa menerima senilai Rp 200.000,- 
(dua ratus ribu) di pondok kebun milik Martono sekira pukul 11.300 WIB, 
yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat terdakwa melakukan pekerjaan 
yang disuruh oleh Martono dan terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) hari, 
kemudian pada minggu 28 Juli 2019 kisaran piukul 19.00 WIB, terdakwa 
menerima upah lagi senilai Rp 400.000,- (empat ratur ribu rupiah) yang 
diterima terdakwa di rumah Martono di Desa Sungai Butang. 
 Penumbangan pohon akasia dilakukan terdakwa dengan cara memotong 
tanaman akasia berkali-kali dengan menggunakan sebilah parang sampai 
 



































pohon kayu akasia tumbang, sedangkan pengerusakan tanaman akasia 
dilakukan terdakwa dengan cara membacok-bacokan parang berulang-ulang 
pada batang akasia sampai sekeliling batang akasia tersebut tidak ada lagi kulit 
kayu akasia yang menyatu sehingga kayu itu akan mati. Adapun usia tanaman 
akasia tersebut sekira usia 2 (dua) tahun dan berusia lebih tua. Namun 
terdakwa tidak mengetahui berapa usianya. Dan tanaman akasia tersebut 
tertanam berbaris-baris dan dilokasi tersebut terdapat tanaman karet yang 
menurut Martono adalah dia yang menanamnya. Terdakwa tidak melakukan 
penumbangan terhadap pohon akasia yang sudah berusia tua diareal yang ada 
tanaman karet milik Martono karena terdakwa takut dan terdakwa mengetahui 
tanaman tersebut milik PT.AAS. Terdakwa tidak mengetahui usia tanaman 
karet milik Martono, tetapi tanaman karet tersebut memiliki besar yang 
beragam ada yang sebesar paha manusia, sebesar betis manusia, dan sebesar 
lengan manusia. 
 Jumlah tanaman akasia yang sudah tumbang dan rusak akibat perbuatan 
terdakwa sudah tidak lagi diketahui terdakwa karena jumlahnya banyak. 
Namun , untuk luas tanah yang sudah terdakwa terbas, menumbangkan pohon 
dan merusak tanaman Akasia adalah 1,4 hektar. Selain menumbang pohon 
tanaman akasia milik PT. AAS, terdakwa juga melakukan penumbangan 
terhadap pohon jenis lain yaitu kayu-kayu liar seperti mahang, pulai, dengan 
ukuran sebesar betis manusia dan lengan tangan manusia yang jumlahnya 
banyak dan tidak dapat dihitung oleh terdakwa. 
 
 



































B. Tuntutan Jaksa 
 Jaksa penuntut umum telah memohon kepada Majelis Hakim untuk 
memberi putusan pada terdakwa yakni : Menyatakan Terdakwa Sunaryo Als 
Rin Bin Yasa Winakarta terbukti sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan 
tindakan pidana “Pengerusakan” seperti diatur serta diancam pidana pada 
Pasal 406 ayat (1) KUHP. 
1. Menjatuhkan pidana penjara 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan 
ketentuan selama Terdakwa pada masa pengangkapan dan penahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diberikan kepadanya dengan 
perintah Terdakwa berada di tahanan. 
2. Menyatakan barng bukti: 
a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna body biru 
hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH34st1053k309635 
dan No. Mesin YIMM4ST01-1. 
Dirampas untuk Negara : 
b. 1 (satu) bilah pirang panjang dengan gagang plastik berwarna hitam; 
Dirampas untuk dimusnahkan : 
c. 16 (enam belas) batang pohon Akasia; 
d. 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon Akasia. 
Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui Saksi Drs. Tonga 
Siahan anak dari Kasianus Siahan; 
 



































3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara Rp. 5.000.- (lima ribu 
rupiah). 
 
C. Putusan Hakim 
1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Als Rin Bin Yas Winarka terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menebang pohon 
dalam kawasan hutan secara tidak sah” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sehingga pidana penjara 1 (satu) 
tahun serta denda Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)dengan 
ketentuan jika denda tidak dibayarkan digantikan pidana kurungan 1 
(satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani 
Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang diberikan; 
4. Menetapkan dengan tujuan Terdakwa tetap menjadi tahanan; 
5. Memerintahkan barang bukti: 
a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna body biru 
hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH34st1053k309635 
serta No. Mesin YIMM4ST01-1. 
Dirampas untuk Negara : 
b. 1(satu) bilah pirang panjang dengan gagang plastik berwarna hitam; 
Dirampas untuk dimusnahkan : 
 



































c. 16 (enam belas) batang pohon Akasia; 
d. 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon akasia. 
Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui Saksi Drs. Tonga 
Siahan anak dari Kasianus Siahan; 
6. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara Rp. 5.000.- (lima ribu 
rupiah). 
  
D. Pertimbangan Hakim 
 Berdasarkan dakwaan pada putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl 
dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 
63/TPUL/SRL/10/2019 merupakan dakwaan alternatif sehingga terdiri dua 
dakwaan yang saling mengecualikan. Berikut dakwaan yang telah diajukan : 
1. Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. 
2. Pasal 406 (1) KUHP. 
 Karena antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua merupakan dakwaan 
alternatif, Majelis hakim akan langsung memilih serta mempertimbangkan 
salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang lebih tepat untuk 
dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap peristiwa tindak pidana yang 
memiliki kaitan dengan perbuatan terdakwa. 
 Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan kesatu, yaitu 
pelanggaran Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf C Undang-undang 
 



































Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan, yang unsur-unsurnya: 
a. Setiap orang; 
 Maksud “setiap orang” ini yaitu siapa saja yang diajukan 
kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan 
tindak pidana. Unsur ini bertujuan untuk meneliti  apakah yang diajukan 
oleh penuntut umum dipersidangan merupakan tindak pidana atau bukan, 
hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona. 
 Untuk membuktikan apakah orang tersebut terbukti berbuat tindak 
pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya maka akan 
dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat 
bukti yang sah. 
 Pada perkara ini dipersidangan dihadapkan laki-laki bernama Sunaryo 
Alias Rin Bin Yasa Wikarta (Alm). Identitas tersebut sesuai dengan yang 
tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan 
ini. Sehingga perkara ini tidak terjadi Error In Persona. Dengan demikian 
terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang 
diduga telah melakukan sebagaimana dalam surat dakwaan. Maka unsur 
“setiap orang” terpenuhi. 
b. Menebang pohon dalam kawasan hutan secara tak sah. 
 Merujuk pada fakta-fakta yang ada dipersidangan dan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan 
 



































keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum berupa 
persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangakan : 
1) Bahwa hari Kamis 1 Agustus 2019 kisaran pukul 14.00 WIB terdakwa 
diamankan oleh saksi Ahmad Rusdiantoro bersama dengan Saksi 
Johan Prayudi serta saksi Marojahan Simamora setelah mendapat 
laporan dari Saksi Harry Simangungsong di areal Tanaman Industri 
PT. Agrogusa Alam Sejahtera (PT. AAS) yang terletak di Desa Sungai 
Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun; 
2) Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang melakukan pembersihan 
dilahan dengan cara menebang batang pohon akasia dan menguliti 
batang pohon akasia yang tumbuh diatas areal tanaman Industri PT. 
AAS; 
3) Bahwa saat itu saksi Ahmad Rusdiantoro menanyakan kepada 
terdakwa kenapa menebang dan menguliti pohon akasia di areal hutan 
tanaman Industri milik PT. AAS. kemudian dijawab oleh terdakwa 
“disuruh dan menerima upah dari Sdr. Martono”; 
4) Bahwa banyaknya pohon akasia yang ditebang terdakwa yaitu 
sebanyak 16 batang da yang dikelupas kulitnya sebanyak 73 pohon 
Akasia; 
5) Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh Ahli Ziki 
Swenadi pohon yang ditebang dan dikuliti terdakwa dan selanjutnya 
diploting secara digitasi oleh Ahli Bangun PL Tobing diketahui 
tempat batang pohon Akasia tumbuh benar masuk dalam industri yang 
 



































dimiliki oleh PT. AAS berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 464/MENHUT-11/2009 tanggal 5 Agustus 2009; 
6) Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. AAS mengalami kerugian 
sekitar Rp 46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah); 
7) Bahwa di sekitar areal kawasan hutan tanaman Industri PT.AAS telah 
dipasangi tulisan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan di dalam 
areal; 
8) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat-surat yang berkaitan 
dengan kegiatan di dalam areal kawasan hutan tanaman Industri 
PT.AAS dari pejabat berwenang. 
 Maka unsur menebang di kawasan hutan telah terpenuhi dengan sah 
dan meyakinkah menurut hukum. 
 Dari uraian diatas, seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sudah 
terpenuhi sehingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini 
berpendapat dan menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah serta 
meyakinkan melaksanakan tindak pidana “melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan secara tidak sah”. 
 Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/permohonan 
terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon putusan yang seringan-
ringanya karena terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah 
dilakukannya serta tidak akan mengulanginya. Namun, permohonan yang 
diajukan terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang 
 



































didakwakan tetapi hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka 
pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang 
terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum. Sehingga Majelis 
Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah 
terpenuhi. Sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman diangap 
telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan 
meringankan. 
 Adapun tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum orang-orang 
yang bersalah dalam tindak pidana namun untuk mendidik, selain itu, agar 
mereka yang melakukan tindak pidana bisa menginsyaf kesalahannya serta 
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, 
penjatuhan pidana penjara pada diri terdakwa harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan tigkat kesalahn yang dilakukan terdakwa serta aspek 
proporsionalitas sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara 
yang akan dijatuhkan pada terdakwa seperti termuat pada amar putusan 
sudah memenuhi rasa keadilan. 
 Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf 
serta pembenar yang bisa menghapus pidana terhadap diri terdakwa, dan 
dikarenakan terdakwa dapat bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan 
bersalah serta harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. 
 Pada ketentuan Undang-undang Nomr 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain terdapat pidana 
pokok berupa pidana penjara, pada Uundang-undang ini ditentukan adanya 
 



































pidana denda sejumlah uang. Dikarenakan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka 
terdakwa diwajibkan untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah 
dan ketentuannya tercantum dalam amar putusan tersebut. Apabila putusan 
pidana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi 
pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayar oleh 
terdakwa. 
 



































ANALISIS PUTUSAN NOMOR 147/PID.B/LH/2019/PN SRL TENTANG 
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING 
 
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl 
Tentang Tindak Pidana Illegal Logging  
Tindak pidana illegal logging tergolong bentuk dari tindak pidana khusus 
yang menyebabkan harus ditanggani dengan penangganan dan perhatian yang 
serius. Oleh karena itu, Pengaturan ketentuan penegakan hukum terhadap 
tindak pidana illegal logging ini diatur dalam perundang-undangan tertentu di 
luar KUHP. Ketentuan tindak pidana illegal logging tercantum pada Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 
Salah satu penanganan yang dapat dilaksanakan guna mencegah adanya 
tindakan pidana illegal logging adalah memberikan sanksi kepada pelaku. 
Pada perkara Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl mengenai tindak pidana 
illegal loggging ini perbuatan yang dilakukan terdakwa mengandung unsur 
melawan hukum yaitu menebang pohon secara tidak sah karena penebangan 
pohon yang dilakukan terdakwa tersebut berada pada kawasan hutan milik PT. 
AAS. Akibat perbuatan terdakwa ini PT. AAS mengalami kerugian kurang 
lebih Rp 46.750.000,00. (empat puluh enam juta rupiah). Sehingga Hakim 
menarik kesimpulan bahwasanya terdakwa Sunaryo Alias Rin Bin Yasa 
Winarka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan 
 


































tindak pidana “menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” 
sehingga perbuatan terdakwa dijatuhi hukuman dengan hukuman pidana 
penjara 1 (satu) tahun serta denda Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 
dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan akan diganti pidana kurungan 1 
(satu) bulan. 
  Tujuan pemidanaan sebagaiamana dinyatakan pada putusan Nomor 
147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl yaitu guna mendidik dan agar terdakwa 
menginsyafi kesalahannya sehingga tidak akan menggulangi perbuatannya. 
Berdasarkan tujuan tersebut, teori pemidanaan yang digunakan yaitu teori 
relatif. Pada teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atas tujuan 
pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat dan mencegah adanya kejahatan 
serta diancamkan suatu pidana untuk dijatuhkan pidana kepada pelaku tindak 
pidana agar memperbaiki diri pelaku. Helbert L. Pecker mengemukakan teori 
relatif menekankan aspek manfaat untuk masyarakat dengan kriteria:56 
1. Menekankan pada aspek pelaku; 
2. Melihat kedepan, membenarkan hukuman karena hukuman memiliki 
dampak positif atau efek baik terhadap terhukum, korban, dan masyarakat, 
3. Mengarah pada pencegahan; 
4. Dengan dijatuhkan pidana, pelaku akan menjadi lebih baik dan tidak lagi 
melakukan kejahatan.  
Menimbang perbuatan terdakwa sudah sesuai unsur-unsur yang 
didakwakan seperti pada Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 18 
                                                   
56  Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan 
Restoratif”, Negara Hukum, Vo. 7, No. 1 (Juni, 2016), 76. 
 


































Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang 
unsur-unsurnya telah diuraikan dalam bab III: 
a. Setiap orang; 
b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. 
Namun, berdasarkan pendapat penulis putusan Pengadilan Sarolangun 
ketika memberi hukuman pada terdakwa tersebut belumlah maksimal, 
dikarenakan hakim ketika penjatuhan hukuman pada putusan Nomor 
147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tidak sesuai ketentuan Undang-undang yaitu 
hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi sebagaimana 
yang sudah ditentukan pada Pasal 82 ayat (1) huruf C dengan ketentuan 
mengenai hukumannya: 
“orang perseorangan yang dengan sengaja menebang pohon dalam 
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta dan 
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah”. 
Sebelum memutus perkara ini terdapat beberapa pertimbangan hakim 
ketika penjatuhan hukuman pada terdakwa selaku pelaku tindak pidana illegal 
logging. Selain pertimbangan Hakim yang telah dipapakan dalam Bab III, 
penulis juga akan memaparkan pertimbangan hakim yuridis serta 
pertimbangan hakim non yuridis yaitu: 
1) Pertimbangan Hakim yuridis 
 


































a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana dikarenakan didasari 
dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilaksanakan (Pasal 142 
ayat (1) KUHAP).  Dakwaan berisikan identitas terdakwa serta uraian 
cermat, jelas, sekaligus lengkap tentang tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu serta tempat tindak pidana 
dilaksanakan. 
Ketika menyusun surat dakwaan pada Putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl Jaksa Penuntut Umum memakai bentuk surat 
dakwaan alternatif yang merupakan bentuk dakwaan yang disusun 
dari beberapa dakwaan atau  pelanggaran dan antara dakwaan kesatu 
dan dakwaan kedua saling mengecualikan. Berdasarkan Putusan 
Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl terdapat dua dakwaan dimana 
dakwaan yang pertama yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf C jo Pasal 12 
huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan dakwaan yang kedua 
yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP.  
b) Keterangan Terdakwa 
Menurut Pasal 184 ayat (1) keterangan terdakwa adalah alat bukti 
yang sah. Pasal 189 ayat (1) KUHAP memberi pengertian keterangan 
terdakwa merupakan hal yang terdakwa nyatakan di persidangan 
terkait perbuatan yang terdakwa lakukan ataupun yang dia ketahui 
sendiri ataupun alami sendiri. Adapun keteramgan terdakwa selama 
 


































dipersidangan memberikan keterangan yaitu membenarkan telah 
melakukan kegiatan menumbang pohon tanaman akasia milik PT. 
AAS dan tidak emiliki inin dari pihak yang berwenang atapun PT. 
AAS. Selain itu, terdakwa membenarkan barang bukti yang telah 
dihadirkan dipersidangan.  
c) Keterangan Saksi 
Keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai salah 
satu alat bukti yang sah. Pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn 
Srl Penuntut umum menghadirkan lima orang saksi dibawah sumpah 
yang akan memberi keterangan terhadap perbuatan terdakwa. Selain 
itu, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli pengecekan titik 
koordinat dan saksi ahli penataan kawasan hutan.  
d) Barang-barang Bukti 
(1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna body 
biru hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka 
MH34st1053k309635 dan No. Mesin YIMM4ST01-1. 
(2) 1 (satu) bilah pirang panjang dengan gagang plastik berwarna 
hitam; 
(3) 16 (enam belas) batang pohon Akasia; 
(4) 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon Akasia 
e) Pasal-pasal Peraturan Pidana 
Pada persidangan, pasal-pasal pada undang-undang illegal 
logging selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut 
 


































Umum serta hakim akan berusaha mencari bukti serta melakukan 
pemeriksaan terhadap alat-alat bukti mengenai apakah perbuatan 
yang sudah dilakukan terdakwa telah sesuai unsur-unsur di Undang-
undang illegal logging. Jika perbuatan terdakwa sesuai unsur dari 
tiap pasal yang dilanggar, perbuatan terdakwa terbukti menurut 
hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.  
Dalam hal ini, terdakwa pada Putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl mengenai illegl logging telah didakwa Jaksa 
Penuntut Umum dengan dua dakwaan yakni Pasal 82 ayat (1) huruf 
C jo Pasal C Undang-undang Nomor 18 Tahunn 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, serta Pasal 406 ayat (1) 
KUHP.  
2)  Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis  
a) Akibat Perbuatan Terdakwa 
Pada perkara Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang illagal 
logging mengakibatkan kerugian akibat perbuatan terdakwa yang 
telah melakukan penumbangan dan pengerusakan tanaman akasia 
terhadap PT. AAS selaku korban adalah kurang lebih Rp 
46.750.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Akibat perbuatan 
terdakwa tersebutlah yang dijadikan pertimbangan Hakim pada 






































b) Kondisi Terdakwa 
Kondisi terdakwa memiliki arti kondisi fisik ataupun psikis dari 
terdakwa sebelum kejahatan, termasuk status sosial yang ada di diri 
terdakwa. Adapun kondisi fisik yaitu usia serta tingkat kedewasaan 
terdakwa. Sedangkan kondisi psikis contohnya marah, gemetar, 
keringat dingin, pikiran kacau atau tidak normal, dan status sosial 
yakni predikatnya di masyarakat.57  
c) Hal yang Meringankan serta Memberatkan Terdakwa 
(1) Hal yang Memberatkan Terdakwa 
(a) Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi 
lingkungan alam. 
(2) Hal yang Meringankan Terdakwa 
(a) Terdakwa belum pernah dihukum, 
(b) Terdakwa sopan serta berterus terang ketika memberi 
keterangan dipersidangan, 
(c) Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi 
lagi perbuatannya. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum selama dipersidangan, hakim tidak 
menemukan alasan pemaaf serta pembenar yang bisa menghapuskan 
pidana terhadap diri terdakwa.58 Alasan pemaaf adalah alasan yang bisa 
menghapus kesalahan orang yang mendelik atas dasar beberapa hal, 
                                                   
57 Dahlan, “Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan 
Narkotika”, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 125. 
58 Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, “Dinamika Hukum dalam 
Paradiga Das Sollen dan Das Sein”, (Malang : Inteligensia Media, 2020), 70. 
 


































sebagai berikut : 
a) Tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
b) Pembelaan terpaksa yang melampui batas. 
c) Daya paksa. 
 Sedangkan alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat 
melawan hukumnya perbuatan dengan tujuan apa yang telah dilakukan 
terdakwa menjadi perbuatan yang patut serta benar.  Perbuatan tersebut 
telah dinyatakan dalam KUHP meliputi :  
(1) Perbuatan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1). 
(2) Perbuatan guna melaksanakan perintah Undang-undang (Pasal 50 
KUHP). 
(3) Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah 
(Pasal 51 ayat 1 KUHP). 
Mackenzie memaparkan terdapat beberapa teori ataupun pendekatan yang 
bisa dipergunakan Hakim ketika menjatuhkan putusan, diantaranya : 
(a) Teori Keseimbangan, yaitu Hakim ketika memutus suatu perkara harus 
memperhatikan keseimbangan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-
undang serta kepentingan para pihak yang memiliki kaitan dalam suatu 
perkara. Keseimbangan dalam praktiknya dirumuskan pada pertimbangan 
terkait hal-hal yang memberi keringanan serta hal-hal yang memberatkan 
ketika penjatuhan hukuman kepada terdakwa sebagaimana dalam Pasal 
197 Ayat (1) huruf F KUHAP. 
 


































b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, dalam teori ini Hakim dalam 
penjatuhan hukuman ditentukan oleh insting atau intuisi. Sehingga ketika 
menjatuhi hukuman pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl 
Hakim akan menyesuikan keadaan dan hukuman yang sesuai kepada 
terdakwa berdasakan  intuisinya.  
c) Teori Pendekatan Keilmuan, dalam memutus perkara harus dilakukan 
secara sitematik tak diperbolehkan hanya atas dasar insting namun harus 
memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan Hakim. Dengan 
pengalaman yang telah dimiliki hakim tersebut dapat menghindari putusan 
hakim yang tak sesuai Undang-undang.  
d) Teori Pendekatan Pengalaman, pengalaman Hakim bisa membantu dalam 
berhadapan dengan perkara-perkara yang ada. Misalnya pengalaman 
hakim dalam memutus perkara illegal logging, dengan pengalaman 
tersebut hakim tidak mengalami kesulitan dikarenakan hakim sudah 
pernah menangani perkara tersebut yang telah diselesaikan sebelumnya. 
e) Teori Ratio Decidendi, teori ini mepertimbangkan semua aspek yang 
memiliki kaitan dengan pokok perkara, lalu mencari aturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pokok perkara. Putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/Pn Srl merupakan tindakan pidana illegal logging dan peraturan 
perundan-undangan yang relevan dengan perkara dalam putusan tersebut 
yakni Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahunn 2013 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  
 


































Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat yaitu penjatuhan pidana 
hakim terhadap terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan mulai dari pemeriksaan, 
pembuktian sampai dengan putusan, tidak seharusnya hakim menjatuhkan 
hukuman denda diatas maksimum terhadap terdakwa. Dikarenakan putusan 
yang senantiasa memutuskan baik di atas maksimum ataupun dibawah 
minumum menyebabkan putusan tersebut inkonsisten seperti pada Undang-
undang. Meskipun hakim memilki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, 
namun hakikat dari kebebasan itu memiliki maksud mencegah 
penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan oleh badan negara.  
Berdasarkan asas hukum serta praktik peradilan, kebebasan hakim ketika 
menentukan berat dan ringannya hukuman yaitu berkisar antar lamanya 
pidana minimum dan pidana maksimal. Sehingga in casu  hakim bisa 
menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal ataupun di atas maksimal. 
Namun, apabila hakim menjatuhkan pidana lebih ringan atau dibawah 
ancaman pidana paling singkat atau menjatuhkan pidana lebih berat dari 
ancaman pidana tertinggi maka hal tersebut telah salah menerapkan hukum.59 
Oleh karena itu, Hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman 
pidana paling singkat atau melebihi ancaman paling tinggi. 
Penjatuhan sanksi pada putusan dapat dikatakan ideal apabila mampu 
memberi rasa kepastian hukum serta keadilan terhadap masyarakat, selain itu, 
                                                   
59 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta : Prenadamedia 
Group, 2015), 54. 
 


































Hakim juga disebut corong Undang-undang. Serta tanpa adanya konsistensi 
ketika memutuskan perkara pidana khusus yang jelas, aturan hukum yang 
sudah ditentukan di Uundang-undang dapat menumbuhkan rasa ketidakadilan 
serta ketidakpastian hukum masyarakat, bahkan seolah-olah terdapat teori 
baru yang membenarkan Hakim bisa menciptakan teori baru. Padahal pada 
buku Sudikno Mertokusumo, menyatakan “seorang hakim haruslah menggali 
hukum ke permukaan, bukan menciptakan hukum baru”.60 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl Tentang Tindak Pidana Illegal Logging  
Sumber utama rujukan Majelis Hakim ketika menetapkan sebuah 
kejahatan yaitu syari’at bukan akal serta kecenderungan pribadi, dan hakim 
pengadilan haruslah mengacu kepada perintah-perintah syari’at serta larangan 
di al-Qur’an dan as-Sunnah, sekaligus memanfaatkan hasil ijtihad sebagai 
jalan petunjuknya. Apabila tak terdapat di al-Qur’an dan as-Sunnah, maka 
penguasa diberikan wewenang dalam menetapkannya serta hakim harus 
mengikuti penetapan terkait.61 
Tindak pidana illegal logging (Pembalakan liar) adalah perbuatan 
melawan hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana bagi orang yang 
melakukannya. Pada hukum Islam tindak pidana illegal logging tergolong 
                                                   
60 Endy Ronaldy, “Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum 
Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, Syiah Kuala Law Journal, Vo. 3, No. 1 (April, 2019), 139. 
61 Zahratul Islami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan 
Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1,(Januari-Juni 2015), 
29.  
 


































jarimah yang wajib diberlakukan sanksi pada pelaku jarimah. Disebut jarimah 
dikarenakan perbuatannya tergolong perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT 
yang dapat membuat kerusakan dibumi dan dapat merugikan orang lain.   
Apabila putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak 
pidana illegal logging ditinjau dari hukum Islam. Tindak pidana illegal 
logging tersebut dikategorikan sebagai bentuk jarimah ta’zir karena belum ada 
nash mengenai tindak pidana ini sehingga hukuman yang tepat untuk tindak 
pidana ini adalah hukuman ta’zir. Ketentuan mengenai sanksi dalam jarimah 
ta’zir  diserahkan sepenuhnya kepada hakim baik penentuan hukuman atau 
pelaksanaanya. Ketika menentukan hukuman tersebut, hakim hanya dapat 
menentukan hukuman global saja dikarenakan penyusun Undang-undang tidak 
menentukan langsung hukuman pada tiap jarimah ta’zir namun hanya 
menetapkan sekumpulan hukuman dari hukuman terringan hingga hukuman 
terberat.  
Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakuya dapat 
dimintai pertanggungjawaban, apabila sesuai unsur-unsur : 
1. Unsur formal, yaitu adanya nash ataupun dasar hukum yang 
memperlihatkan suatu perbuatan tergolong selaku jarimah. Dalam hukum 
positif unsur ini dikenal asas legalitas. Dalam hal  ini unsur formal yang 
terkait dengan putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl sebagaimana 
perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Sunaryo Alias Rin Bin Yasa 
Winarta yaitu menebang pohon di kawasan hutan secara tidakk sah. Oleh 
karena itu melanggar Pasal 82 ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 
 


































18 Tahun 2013 Tenang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Lalu dalam hukum Islam terdapat pada bagian terakhir ayat 77 surat al-
Qashash : 
 
بُّ اْلمحفْ ِسِدْين    (٧ ٧)ََََََََََََ  و ال تـ ْبِغ اْلف س اد  ِف ْاال ْرضِ  ط ِان  للا   ال ُيِح
“…dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan”.62 
2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang berbentuk 
jarimah, baik berbuat atau tidak berbuat yang dapat melanggar ketentuan 
formal. Perbuatan terdakwa pada putusan nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn 
Srl berdasarkan keterangan dari terdakwa, keterangan saksi, serta barang 
bukti lain telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan 
formal yaitu menebang pohon secara tidak sah dalam kawasan hutan.  
3. Unsur moral, yakni adanya niat ataupun kesengajaan dari pelaku dalam 
melakukan jarimah atau pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan 
yang telah dilakukan. Terdakwa pada Putusan putusan Nomor 147/Pid. 
B/LH/2019/Pn Srl merupakan seorang mukallaf (orang yang ‘aqil dan 
baliqh) dan bukan orang gila maka terdakwa harus dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. 
Ketiga unsur telah terpenuhi sehingga terdakwa harus dihukum sesuai 
                                                   
62 https://kalam.sindonews.com/ayat/77/28/al-qasas-ayat-77, “diakses pada” 24 Desember 2020.  
 


































dengan hukuman jarimah ta’zir. Pemberlakuan sanksi ini dalam konteks Islam 
merupakan anugerah dari Allah SWT. kepada hambanya yang merupakan 
pelaku dari suatu jarimah (tindak pidana) dengan maksud untuk memberikan 
efek jera kepada pelaku tersebut sehingga pelaku dapat menjauhi tindakan 
kejahatan serta perbuatan dosa, oleh karena itu tujuan adanya sanksi menurut 
syariat Islam yakni untuk menjaga kemaslahatan kelompok serta memelihara 
aturan yang ada, mencegah manusia serta membuat jera sehingga tidak 
melakukan tindak kejahatan, memperbaiki serta meluruskan para pelaku 
kejahatan, sekaligus memanusiakan manusia ataupun mengembalikan manusia 
kepada fitrahnya sebagai manusia. 63 
Adapun hukuman yang telah dijatuhkan pada terdakwa pada putusan 
Nomor147/Pid. B/LH/2019/PN Srl yakni pidana penjara 1 (satu) tahun serta 
denda Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda 
tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) 
bulan. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut melebihi dari ancaman 
hukuman sebagaimana pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dikarenakan terdakwa dijerat 
dengan Pasal 82  ayat (1) huruf C dengan ketentuan hukuman sebagai berikut : 
“Orang perseorangan yang dengan sengaja : melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huru C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
                                                   
63 Muhammad Natsir, Korporas Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh, 
(Yogyakarta : Deepublish, 2019), 26. 
 


































Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” 
Terkait dengan pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksankan 
hukum Islam, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, maka 
pemerintah berwenang untuk menetapkan kadar dan jenis hukuman yang 
dikenakan terhadap pelaku jarimah  yang tidak memiliki ketentuan di dalam 
Al-Qur’an dan sunnah. Berkaitan dengan wewenang pemerintah ini tidak 
menjadikan pemerintah berhak untuk menjatuhkan sanksi hukuman sesuai 
dengan kehendak hatinya. Ketentuan mengenai batas maksimal dari hukuman 
ta’zir adalah :64 
a. Hukuman ta’zir diterapkan dengan pertimbangan-pertimbangan 
kemaslahatan serta memperhatikan kondisi fisik terhukum. 
b. Hukuman ta’zir yang diberikan tidak diperbolehkan melebihi had. 
c. Hukuman ta’zir yang diberi maksimal sedikit dibawah batas minimal 
hukuman had. 
d. Hukuman ta’zir maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan. Ini 
pendapat dalam mazhab Ahmad. 
Dalam pembagian sanksi jarimah ta’zir jika dilihat dari segi dasar hukum 
perbuatannya terbagi menjadi tiga macam diantaranya : 
1) Jarimah hudud, qishash serta diyat yang memiliki unsur syubat namun tak 
sesuai syarat untuk dijatuhi hukuman hudud dan qishash. 
                                                   
64 Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta 
Timur : Prenadamedia Group, 2018), l151-152. 
 


































2) Jarimah ta’zir yang telah ditentukan dalam nash namun belum ditetapkan 
hukumannya. 
3) Jarimah ta’zir yang jenis sanksi hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara’i sehingga hukumannya sepenuhnya diberikan pada ulil amri  atau 
Hakim. 
Dari pembagian tersebut tindak pidana illegal logging termasuk dalam 
kategori yang kedua serta ketiga yaitu jarimah ta’zir yang telah ditentukan 
pada nash namun belum ditetapkan hukumannya serta jarimah ta’zir yang 
jenis sanksi hukumannya belum ditentukan syara’. Dalam jarimah ta’zir 
bentuk dan jenis hukumannnya belum ditetapkan dalam syara’, maka 
ketentuan mengenai sanksi diberikan sepenuhnya kepada ulil amri atau 
hakim. Dalam hal ini, hakim dapat menentukan antara hukuman minimum 
atau  maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti dalam bab II 
bahwasanya sanksi dalam jarimah ta’zir beragam. Terkait sanksi dalam 
jarimah ta’zir yaitu  
f) Hukuman mati; 
g) Hukuman cambuk; 
h) Hukuman penjara; 
i) Hukuman pengasingan; 
j) Hukuman pengucilan; 
k)  Hukuman ancaman; 
l)  Hukuman teguran; 
m)  Hukuman peringatan; 
 


































n) Hukuman denda. 
 Pada pandangan syari’at, memberi hukuman ta’zir (bentuk-bentuk 
hukuman yang tidak disebutkan dengan eksplisit baik hukumannya berbentuk 
besar atau kecil) sehingga hukuman ta’zir dikembalikan pada penilaian serta 
kebijakan pemerintah yang memiliki kuasa ataupun negara. Dalam hal ini, 
negara harus merumuskan beberapa peraturan hukum serta perundang-
undangan untuk hakim ketika memberi hukuman yang setimpal dengan 
perkembangan zaman serta sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga 
khusus yang beranggotaan beberapa kaum intelektual serta ahli fiqh sesuai 
tuntutan kepentingan sekaligus kemaslahatan umum, tuntutan zaman serta 
perkembangan peristiwa.65 
Dari berbagai macam sanksi jarimah ta’zir diatas, hakim memiliki otoritas 
untuk memutuskan sanksi yang sesuai dengan bentuk kejahatan, 
kronologinya, dan kondisi pelaku kejahatan termasuk kejahatan illegal 
logging. Sehingga dengan otoritas tersebut hakim dapat memutuskan antara 
hukuman maksimal atau hukuman minimal yang dapat membuat jera kepada 
pelaku tindak pidana illegal logging sebagaimana hukuman maksimal dan 
hukuman minimal yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  
Mayoritas hukuman pada undang-undang hukum positif merupakan 
termasuk kategori dalam hukuman ta’zir. Dikarenakan undang-undang 
                                                   
65 Zahratul Islami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan 
Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1,(Januari-Juni 2015), 
22.  
 


































hukum positif terkait hanyalah bentuk dari pengaturan serta rumusan yang 
didalamnya mempertimbangkan hal-hal  yang sesuai bentuk serta tingkatan 
kejahatan sekaligus kondisi dari pelaku kejahatan, dengan tujuan memberi 
perlindungan pada kepentingan manusia, memberi efek jera serta 
merehabilitasi pelaku kejahatan sekaligus menciptakan suasana aman, 
nyaman, serta tenteram agar hukuman kepada pelaku kejatan harus 
dilaksanakan dan ditegakkan.66 
Apabila hukuman ta’zir  terhadap tindak pidana illegal logging merujuk 
pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman 
penjara dan denda. Hukuman penjara ini adalah hukuman pada kemerdekaan 
seseorang. Dalam hal ini terbagi menjadi hukuman penjara terbatas serta 
hukuman penjara tidak terbatas. Mengenai hukuman penjara dan denda yang 
dapat dikenakan kepada pelaku antara hukuman maksimal atau hukuman 
minimal diserahkan kepada Hakim.  
Hukum Islam pada penetapan sanksi memperhatikan tujuan yaitu yang 
pertama preventif adalah agar orang lain tak melakukan jarimah, kedua 
represif adalah tujuan yang dapat membuat pelaku jera atas perbuatannya 
sehingga tak melakukan jarimah lagi, ketiga kuratif  yaitu memperbaiki sikap 
pelaku, serta keempat edukatif  adalah menekankan pada aspek pendidikan 
serta pencegahan jarimah. Maksud dari pendidikan ini membatalkan niat 
                                                   
66 Siti Ulfaturrohmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal 
Logging) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT Smg”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang, 2018), 93-94. 
 


































kejahatan. Agar jika pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi bukan 
dikarenakan takut dengan hukuman, namun karena kesadaran dari pribadi 
pelaku yang tidak mau melakukan pelanggaran hukum.67 
                                                   
67 Muhammad Natsir, Korporas Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh, 
(Yogyakarta : Deepublish, 2019), 26. 
 






































Simpulan yang dapat ditarik dengan mengacu pada pemaparan di atas 
yaitu: 
1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl 
dalam memutus perkara kepada terdakwa Sunaryo Alias Rin Bin Yasa 
Winarka yang dengan sah serta meyakinkan bersalah telah menebang 
pohon di kawasan hutan secara tidak sah dan sudah memenuhi unsur-
unsur sebagaimana pada Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan, serta berbagai pertimbangan hakim yang bersifat 
yuridis maupun non yuridis. Selain itu, tidak ada alasan pemaaf serta 
pembenar yang bisa menghapus pidana kepada terdakwa. Sehingga hakim 
memutuskan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 
serta denda Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan 
jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 
(satu) bulan. Putusan tersebut dianggap belum sesuai dengan Pasal 82 
ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dikarenakan penjatuhan 
hukuman denda yang diberikan kepada terdakwa melebihi ancaman 
 



































hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait yang dapat 
mengakibatkan putusan menjadi inkonsisten.  
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana illegal logging, 
perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang dikarenakan bisa merusak 
lingkungan sehingga dapat menggangu kemaslahatan umum. Terkait 
sanksi tindak pidana illegal logging pada hukum pidana Islam termasuk 
kategori jarimah ta’zir karena kadar dan jenis hukuman yang dikenakan 
terhadap pelaku jarimah  tersebut tidak ada ketentuan di Al-Qur’an serta 
sunnah, sehingga ketentuan terkait sanksi diserahkan kepada Hakim. 
Dalam hal ini hakim dapat memutuskan antara hukuman maksimal atau 




1. Aparat penegak hukum khususnya hakim hendaknya memutus perkara 
sesuai dengan undang-undang, agar setiap putusan dapat memberikan rasa 
keadilan bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat. Dan diharapkan 
penegak hukum dapat menindaklanjuti secara tegas setiap tindak pidana 
illegal logging yang terjadi. 
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya agar 
senantiasa melestarikan lingkungan dengan tidak menebang pohon 
berlebihan sekaligus memanfaatkan hasil pohon dengan sebaik-baiknya. 
Dengan menjaga hutan dari kerusakan, maka hutan dapat memberikan 
 



































manfaat bagi kelangsungan hidup dimasa sekarang maupaun dimasa yang 
akan datang.  
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